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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan pemerintah Indonesia yaitu pajak.
Pajak meruapakan sistem yangg mewajibkan wajib pajak yaitu seseorang atau
badan untuk memenuhi kewajiban kepada negara berdasarkan undang-undang
serta manfaatnya tidak diterima langsung oleh wajib pajak ( No.16 Tahun
2009 Pasal 1 ayat 1). Tercapainya target penerimaan pajak sangat dipengaruhi
oleh peran WP vang patuh terhadap sistem pemungutan pajak. Karena pajak
dimaksudkan untuk mendanai kepentingan publik dan bukan kepentingan
pribadi, maka wajib pajak tidak mendapatkan keuntungan langsung dari
kontribusi pajaknya. Salah satu cara pemerintah pusat dan dacrah membiayai
pertumbuhan adalah melalui pajak. Penghasilan orang pribadi, kelompok, dan
badan usaha merupakan salah satu objek pajak yang menjadi sumber
pemungutan pajak. UMKM) adalah salah satu objek pajak yang berkontribusi

signifikan terhadap pembangunan.

Merujuk pada UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, UMKM

merupakan usaha yang dijalankan oleh rumah tangga. pelakun usaha atau
badan usaha kecil disebut dengan UMKM. Maka dari itu, hal ini akan
memepengaruhi serta menghambat ekspansi UMKM di Indonesia jika mereka
diharuskan membayar pajak yang setara dengan perusahaan besar.
Penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi negara

kini sudah mulai membaik setelah pandemi covid 19. Pada tahun 2023




penerimaan Negara dari pajak telah mencapai Rp970.2 triliun hingga akhir
Juni 2023. Jumlah tersebut setara dengan 56 47% dari target (APBN) 2023
atau penerimaan ini tumbuh 9,9% secara tahunan. Kinerja pencrimaan dari
pajak diparuh pertama 2023 masih tumbuh positif, meski laju
pertumbuhannya mengalami normalisasi (Mulyani, 2023). Sementara
menurut laporan APBN dari Kementerian Keuangan
(Kemenkeu), pendapatan negara mencapai Rp215.5 triliun per Januari 2024.
Angka tersebut baru mencapai 7.7% dari pagu pendapatan dalam APBN
tahun ini yang totalnya Rp2.802.3 triliun. Realisasi pendapatan negara pada
Januari 2024 menyusut 7.2% dibanding Januari tahun lalu (vear-on-

year/yoy),imbas turunnya seluruh kelompok sumber pendapatan negara.

Seperti diketahui bersama, baik sektor dalam negeri maupun luar
negeri memberikan pemasukan bagi Indonesia. Negara memungut pajak dari
sektor dalam negeri. sedangkan pinjaman luar negeri adalah sumber
penerimaan negara dari scktor luar negeri. Pembangunan negara sangat

dipengaruhi oleh pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah.
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Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pendapatan Negara Indonesia

(Januari 2023 - Januari 2024)

"Kalau dilihat secara target APBN, (realisasi pendapatan negara)
ini konsisten di sekitar 7.5% sampai 8.8% dari target APBN penerimaan di
bulan Januari," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara
dalam konferensi pers online APBN KiTa di akun YouTube Kemenkeu,

Kamis (22/2/2024). (Mutia, 2024),

Pemerintah harus memaksimalkan sumber penerimaan sektor pajak
bagi negara karena pajak mempunyai peranan yang cukup besar dalam
pencrimaan negara. Pencrapan self assesment system scbagai pengganti
sistem penilaian resmi pemungutan pajak merupakan salah satu tanggung
jawab negara dalam optimalisasi pemungutan pajak. Dengan self assesment

systerr, WP mempunyai kebebasan, akuntabilitas, atau kewenangan untuk




menentukan dan mendokumentasikan jumlah pembayaran pajak yang
diperlukan. Dengan sistem ini, warga negara diharapkan berpartisipasi aktif
dalam membayar pajak kepada negara, yang nantinya digunakan untuk
mendanai pertumbuhan negara. Meskipun merupakan sumber pendapatan
utama, pajak masih sangat sulit dipungut di Indonesia. Hal ini terjadi akibat
rendahnya tingkat kepatuhan WP dalam membayar kewajibannya kepada
negara, penghindaran kewajiban pajak yang telah ditentukan, serta kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pelaporan pajak. Keadaan ini
menunjukkan betapa buruknya kepatuhan wajib pajak di Indonesia, sehingga
menyoroti perlunya kesadaran untuk meningkatkan pelaporan pajak dan
kepatuhan pembayaran.

Grafik rasio kepatuhan pelaporan pajak dapat dilihat pada grafik

berikut:

Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2022)
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Gambar 1. 2 Grafik Ratio Kepatuhan Pelaporan Pajak

(2017-2023)
Grafik di atas menggambarkan rasio kepatuhan pada tahun 2017

dalam kurun waktu lima tahun mencapai 72,58%. Namun, pada tahun 2018,




persentasenya menurun vaitu 71,1% dari 17,65 juta WP, dengan 12,55 juta
wajib pajak yang memenuhi kewajiban mereka. Meskipun demikian,
persentase ini lerus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021, persentasenya
kembali naik menjadi 84.07%. Berdasarkan informasi dari Dirjen
Kementerian Keuangan, hingga April tanggal 30 tahun 2022, sebanyak
67,18% dari 19jt WP telah menyampaikan SPT tahunannya. Kemudian terjadi
penurunan lagi ditahun 2022 yaitu 83.2% atau baru 1,63 juta wajib pajak
yang melapor pajak (Santika, 2023).

Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak
terhadap tanggung jawab perpajakannya masih relatif rendah. Rendahnya
pengetahuan masyarakat terhadap perlunya membayar pajak dapat
mengakibatkan terjadinya resistensi atau penghindaran pajak, baik yang
terjadi secara sah tanpa melanggar hukum maupun secara melawan hukum
dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Jika
masyarakat memandang pajak dengan baik, maka kesadaran dan kepatuhan
akan lebih baik. Oleh sebab itu, edukasi masyarakat diperlukan untuk
meningkatkan kesadaran perpajakan.

Berdasarkan penelitian dilapangan dengan wawancara di KP2KP
Nganjuk, diketahui dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kepatuhan WP
UMKM di Kabupaten Nganjuk yaitu di tahun 2019 didapat ratio kepatuhan
75% dari total wajib pajak UMKM terdaftar. Pada tahun 2020 terdapat
penurunan menjadi 67%. Selanjutnya, pada tahun 2021 ratio kepatuhan wajib

pajak UMKM yaitu 64% atau kembali mengalami penurunan sebagai dampak




dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, pada tahun 2022 ratio kepatuhan
meningkat menjadi 81% seiring dengan pulihnya ekonomi setelah pandemi
Covid-19. Dan pada tahun 2023, didapat ratio kepatuhan 90% dari total
keseluruhan WP UMKM yang telah terdaftar di KP2KP Nganjuk. Dari hasil
wawancara tersebut, dapat diketahui seberapa jauh WP menjalankan
perpajakannya dirasa belum maksimal meskipun sudah mulai meningkat ke
arah positif. Terlebih lagi dengan bertambah serta berkembangnya UMKM di
Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun.

Salah satu aspek yang mempenagruhi kepatuhan perpajakan adalah
pemahaman perpajakan. Zainuddin (2018) mengklaim bahwa memahami
peraturan perpajakan merupakan prosedur yang memungkinkan WP untuk
melakukan hal tersebut menerapkan pemahamannya terkait pajak untuk
membayar pajak. Memahami juga mengenali peraturan perpajakan berarti
mengetahui cara penyampaian SPT, berapa besaran yang harus dibayar, di
mana harus membayar, berapa besaran denda, dan kapan harus membayar
atau menyampaikan SPT. Rendahnya pemahaman wajib pajak UMKM
terhadap undang-undang perpajakan menjadi salah satu kelemahan wajib
pajak UMKM. Kelemahan ini mungkin akan mempersulit wajib pajak
UMKM dalam membayar pajaknya.. Para pelaku UMKM tidak memandang
latar belakang keluarga atapun pendidikan. Pola pikir mereka tidak sama,
apalagi dengan kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan.
Terkait wajib pajak UMKM, terdapat sejumlah perubahan pada PP No. 23

Tahun 2018. Tentu saja, WP UMKM harus memahami persyaratan tersebut,




terutama terkait dengan penurunan tarif final sebesar 0.5%. Penghitungan dan
proses pembayaran pajak bulanan bagi wajib pajak UMKM akan
disederhanakan dengan adanya perubahan undang-undang ini.

Perilaku kepatuhan sangat dipengaruhi oleh reaksi WP terhadap
berbagai kebijakan pajak. WP pasti akan memiliki pandangan positif dan
negalifl terhadap setiap perubahan kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh
pemerintah, contohnya dengan metode pelaporan pajak elektronik (£-Filling).
E-fitling yang dapat diselesaikan secara daring serta setiap waktu melalui
website DIP di ww.pajak.go.id, penyedia layanan aplikasi, atau application
service provider (ASP), yaitu sebuah metode menyampaikan pemberitahuan
atau SPT tahunan (Sakt, 2015). Jika sistem perpajakan mudah digunakan,
tentunya dapat memudahkan WP dalam pembayaran pajak. Semakin positif
kesan WP terhadap sistem yang ada, pasti semakin tinggi tingkat kepatuhan
mereka.

Tarif pajak adalah elemen lain yang mungkin berdampak pada
kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak menjadi landasan pengenaan pajak atau
objek pajak oleh wajib pajak, menurut Amirudin & Sudirman (2012).
Pemerintah menetapkan sebagian besar kebijakan berkaitan dengan penetapan
tarif (Soemitro, 2004). Strategi pamungkas tarif pajak penghasilan bagi
UMKM atur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Sebelumnya, tarif
dikendalikan sebesar 1% melalui PP Nomor 46 Tahun 2013. Pemerintah
menurunkan kebijakan ini menjadi 0.5% pada tahun 2018. PP Nomaor 23

Tahun 2018 pada pokoknya mengatur tentang penerapan Pajak Penghasilan




Final Pasal 4 Ayat (2) kepada Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan
bruto sampai dengan 4,8 miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Menurunkan
Tarif Pajak Penghasilan Final dari 1% menjadi 5% atas Penghasilan Bruto
Tertentu. Tergantung pada besarnya penghasilan bulanan Wajib Pajak, pajak
penghasilan final ini harus dibayar pada atau sebelum tanggal 15 bulan
berikutnya.

Sanksi yang tegas harus diterapkan kepada wajib pajak yang tidak
melaksanakan kewajibannya mengingat berbagai inisiatif pemerintah untuk
meningkatkan kepatuhan WP. Besarnya pendapatan dari pajak yang
seharusnya diterima negara bisa saja berkurang jika Wajib Pajak melanggar
sanksi, contohnya membuat pelanggaran dalam melaporkan SPT Tahunan
dengan memalsukan jumlah kekayaan bersih dan menyajikan tagihan yang
tidak sesuai dengan jumlah transaksi sebenarnya. Pelanggaran perpajakan
yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan dapat mengakibatkan
sanksi administratif atau pidana. Pengenaan denda atas ketidakpatuhan
terhadap peraturan perpajakan mempunyai dampak yang baik terhadap
kepatuhan perpajakan. Karena pengenaan denda yang besar akan
mempengaruhi WP untuk patuh dengan kewajibanya, dan merugikan WP jika
mereka melanggar sanksi denda tersebut (Fitrianingsih et al., 2018).

Kesadaran pajak adalah keadaan saat seorang WP menyadari,
mengakui, serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku, serta sangat memperhatikan kepatuhannya. Sikap positif

masyarakat pembayar pajak terhadap penyelenggaraan negara yang




diamanatkan pemerintah mendorong warga negara untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya (Aryobimo, 2012). Teori Planned of Behavior
menunjukkan perilaku individu mampu dipengaruhi oleh faktor internal
maupun eksternal yang bisa menjadi penghambat atau pendukung dari
tindakan yang dilakukan. Kesadaran WP merupakan faktor dari dalam diri
individu yang dapat menentukan perilaku WP untuk melaksanakan kewajiban
mereka.

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh
beberapa peneliti sebelumnya, akan tetapi hasil penelitian masih mendapatkan
perbedaan. Hasil penelitian dari Juliana (2022) menyimpulkan pemahaman
rpajakan dan sistem e-filling berpengaruh positif terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak. Sementara itu hasil penelitian Fauziah (2021)
menyimpulkan tingkat mahaman perpajakan berpengaruh  signifikansi
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan e-fifling tidak
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian lain yang
dilakukan oleh Irvan, dkk (2023) menjelaskan bahwa kesadaran pajak
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi. Hasil penelitian Lazuardini, dkk (2018) mengungkapkan jika
tarif pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan WP
UMKM, sementara sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap kepatuhan WP. Sebaliknya, penelitian oleh Cahyani & Noviari

(2019) menjelaskan jika sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan WP UMKM.
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Berbeda dengan peneliti sebelumnya sebagai variabel moderasi,
peneliti menambahkan variabel yaitu kesadaran perpajakan. Moderasi yaitu
variabel yang mempunyai pengaruh keterkaitan antara independet variable
dan dependet variable (Sugiyono, 2018). Penelitian dengan variabel moderasi
ini tujuannya yaitu menguji apakah persepsi pemahaman perpajakan,
pencrapan e-filling, tarif pajak, dan ketegasan sanksi dapat meningkat dengan
adanya kesadaran perpajakan guna mempengaruhi tingkat kepatnhan WP
MKM setelah diterapkanya PP No. 23 Tahun 2018. Alasan peneliti
menjadikan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi dalam
penelitian ini karena dengan adanya kesadaran dari WP UMKM, hal ini
bertujuan agar WP sadar akan tanggung jawab perpajakannya dan
memenuhinya dengan sukarcla, bebas dari paksaan maka dimungkinkan
semakin meningkat pula kepatuhan WP. Dengan berkembangnya UMKM di
Kabupaten Nganjuk, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian guna
mengetahui apakah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup signifikan
beriringan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di
Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hasil permasalahan di atas, kemudian jika dibandingkan
dengan penelitian sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa kejadian dalam
penerapannya tidak konsisten. Oleh karena itu, hal ini mendorong para
peneliti untuk mengkaji secara khusus kepatuhan WP UMKM. Analisis data
dilakukan dengan Moderating Regression Analysis. Oleh sebab itu, peneliti

sangat termotivasi melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul




11

“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filling, Tarif Pajak, Dan
Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan

Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Nganjuk™.

. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian

sebagai berikut:

I. Keadaan ckonomi akibat Covid-19 menyebabkan turunnya pendapatan
UMKM, yang pada akhirnya berdampak pada jumlah pajak yang
diterima dari sektor UMKM.

2. Keinginan wajib pajak untuk mempertahankan keuntungannya sendiri
menjadi akar penyebab terjadinya kecurangan dalam pelaporan pajak.

3. Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai tanggung jawab membayar
pajak dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi mengenai hak dan
kewajibannya.

4. Kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawabnya masih rendah
schingga berdampak pada kepatuhannya dalam pembayaran pajak.

5. Kurangnya sosialisasi mengenai E-filling sehingga memberikan dampak
pada kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban mereka.

6. Kurang tegasnya sanksi bagi WP yang melanggar peraturan perpajakan

sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan.

. Pembatasan Masalah

Diperlukan batasan masalah yang didasarkan pada informasi latar

belakang dan identifikasi masalah yang telah disampaikan. Hal ini akan
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memungkinkan penelitian untuk berkonsentrasi pada topik yang diselidiki

dan memberikan diskusi yang komprehensif tentang topik tersebut.

Penckanan pada identifikasi ini yaitu fokus mengenai pengaruh dari

pemahaman perpajakan, penerapan e-filling, tarif pajak, dan ketegasan sanksi

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran wajib pajak

sebagai variabel moderasi di Kabupaten Nganjuk.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, pokok permasalahan yang akan

11
dirnmuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

L.

Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?

. Apakah penerapan E-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM di Kabupaten Nganjuk?

. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

di Kabupaten Nganjuk?

. Apakah ketcgasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?

. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh pemahaman

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten

Nganjuk?

. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh penerapan E-Filling

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?
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7. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?

8. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi ketegasan sanksi pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?

. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan definisi masalah yang telah disebutkan sebelumnya,

E]
berikut adalah tujuan yang ingin dicapai olch peneliti dalam penelitian ini:

1.

Untuk memahami bagaimana pemahaman perpajakan mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

. Untuk mengevaluasi pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

. Untuk menilai pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM di Kabupaten Nganjuk.

. Untuk mengidentifikasi dampak ketegasan sanksi pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh

pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di

Kabupaten Nganjuk.

. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh

penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten

Neganjuk.

. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh

tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
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8. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh

ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di

Kabupaten Nganjuk.

F. Manfaat Penelitian

Hal yang menjadi harapan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sccara teoritis, harapan peneliti bahwa temuan mercka akan

memperluas pemahaman perpajakan, penerapan e-filling, tarif pajak, dan

ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan

kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Nganjuk

dan dapat menjadi bahan acuan untuk mata kuliah perpajakan, khususnya

yang mencakup Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak.

0
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Harapan dari penulis yaitu dengan adanya penelitian terkait kepatuhan

WP ini bisa membantu penulis menjadi lebih kreatif dan profesional

dalam melaksanakan mata kuliah perpajakan, serta membantu penulis

memperoleh informasi mengenai perpajakan.

b. Pelaku UMKM

Temuan dalam penelitian ini diharapakan dapat meningkatkan

pemahaman WP terhadap penerapan kewajiban pembayaran pajak

sebagai sarana penyumbang penerimaan pajak negara, khususnya bagi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.




c. Bagi Akademisi
Mahasiswa yang sedang mempelajari kepatuhan wajib pajak pelaku
UMKM, baik di Universitas Nusantara PGRI Kediri maupun kampus
lain, dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber tambahan yang
bermanfaat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya
Temuan penelitian dapat menjadi sumber pengetahuan, referensi yang

lebih baik, dan informasi berharga untuk peneliti selanjutnya.
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0
BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori
1. Pajak
a. Pengertian Pajak
Menurut Mardiasmo (2018)
Pajak yaitu kontribusi dari warga negara kepada kas negara
dan diatur oleh undang-undang perpajakan dan digunakan

sebagai pembayaran pembangunan serta bersifat memaksa
dan tidak memberikan manfaat langsung.

Menurut Syahputra (2006) “Pajak adalah pungutan oleh
negara, yang kemudian diterapkan sesuai dengan undang-undang
perpajakan”.

Kesimpulan dari pendapat beberapa ahli yaitu pajak adalah
iuran yang dipungut secara paksa kepada kas negara yang tunduk pada
Mﬂturan perundang-undangan perpajakan.

2. Wajib Pajak
a. Pengertian Wajib Pajak

Munurut menurut Sumarsan (2017)

Wajib Pajak adalah individu ataupun organisasi yang

memiliki tanggung jawah dan hak keuangan sesuai dengan

peraturan perpajakan, termasuk kewajiban untuk membayar,
memotong, dan memungut pajak.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik
kesimpuan bahwa WP wyaitu setiap individu yang mempunyai
penghasilan mempunyai kewajiban serta hak perpajakan yang dijamin

oleh peraturan pajak.

. Kategori Wajib Pajak
?Aenumt UU No. 28 Tahun 2007 Wajib Pajak terbagi dalam
dua kategori yaitu:
1) Wajib gajak QOrang Pribadi
Subjek pajak vyang mendapatkan atau menerima
penghasilan disebut dengan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
Apabila pendapatan diterima dari Badan Usaha Tetap (BUT) di
Indonesia atau berasal dari Indonesia (Admin, 2022)
a) Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan tempat tinggal
Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Wajib
Pajak Orang Pribadi terbagi menjadi dua kategori sebagai
berikut:
(1) WPOP sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri
(2) Wajib Pajak sebagai Subjek Luar Negeri
b) Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan status hubungan
Berdasarkan status hubungannya, Wajib Pajak
Orang Pribadi (WPOP) dapat dibagi ke dalam kategori vaitu

(Pasha, 2022):
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(1) Orang Pribadi (Induk) adalah WP yang belum menikah
dan merupakan kepala rumah tangga, serta merupakan
Wajib Pajak itu sendiri.

(2) Hidup Berpisah (HB) adalah WP yang berdasarkan
keputusan hakim hidup terpisah dan dikenakan pajak
secara terpisah.

(3) Pisah Harta (PH) adalah WP suami istri yang telah
membuat keputusan tertulis untuk mencatatkan harta dan
penghasilannya secara terpisah.

(4) Memilih Terpisah (MT) adalah perempuan yang sudah
menikah dan memutuskan untuk menjalankan hak serta
kewajibannya secara terpisah dari pasangannya,
dikenakan pajak secara terpisah.

(5) Warisan Yang Belum Dibagi (WBT) yaitu pajak yang
dipotong dari ahli waris vyang berhak sejak mulai
berlakunya warisan sampai dengan pembagiannya.

2) Wajib Pajak Badan
Entitas yaitu kumpulan orang-orang atau modal yang
berfungsi sebagai satu kesatuan, baik yang bergerak dalam bidang
usaha maupun tidak. Contoh entitas antara lain lembaga, yayasan,
perseroan terbatas, organisasi, badan usaha negara atau lokal, dan
semua jenis badan lainnya dengan BUT (gU No. 28 Tahun 2007).
. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak
Untuk memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya, WP di
Indonesia diizinkan wuntuk mendaftarkan diri secara bebas,
menghitung, dan membayar pajak melalui penggunaan self assessment
systen.
1) Kewajiban Wajib Pajak
?Aenumt UU No. 28 Tahun 2007 Wajib Pajak

mempunyai kewajiban yaitu:
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a) Mendaftar di kantor DJP terdekat setelah memenuhi

persyaratan objektif dan subjektif untuk memperoleh
NPWP.

b) Agar perusahaan Saudara dapat digolongkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak, laporkan kepada DIP terdekat.

¢) Dengan menggunakan mata vang juga bahasa Indonesia

yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan,
mengisi SPT secara akurat, lengkap, dan jelas.
Tandatangani, lalu serahkan ke DIP terdekat.

d) Tidak menunda pembayaran pajak terutang dengan

menunggu  surat  keletapan pajak  sesuai  peraturan
perpajakan.

e) Memanfaatkan jasa pembukuan bagi WP, termasuk orang

pribadi dan badan, yang melakukan pekerjaan mandiri ataun
kegiatan usaha.

f) Menyediakan catatan buku atau catatan lain yang berkaitan

dengan operasi bisnis, pendapatan, kewajiban perpajakan,
dan tenaga kerja bebas pajak, sclain memberikan akses dan
data yang diperlukan untuk tujuan audit.

2) Hak Wajib Pajak

0
Hak- hak yang dimiliki oleh WP menurut UU No. 28

Tahun 2007:

a)
b)

<)

d)

€)

£)
g)

Melaporkan beberapa SPT Masa dalam satu periode
pelaporan.

Mengajukan banding atau surat izin apabila tidak setuju
dengan persyaratan pajak vang telah dipungut.

Apabila memerlukan perpanjangan waktu dua bulan untuk
menyampaikan SPT Tahunan PPh, kirimkan surat tertulis
kepada DJP atau gunakan cara lain.

Mengonfirmasi secara tertulis Surat Pemberitahuan yang
telah disampaikan jika DJP belum melakukan pemeriksagh.
Mengajukan pengaduan Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar kepada DJP.
Mengajukan banding.

Menggunakan surat kuasa untuk menunjukkan bahwa Anda
mempunyai  wewenang untuk melaksanakan hak dan
kewajiban anda berdasarkan UU Perpajakan.

3. Pemahaman Perpajakan

a.

Pengertian Pemahaman Perpajakan




b.
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Merujuk KKBI, pemahaman diartikan sebagai proses,
tindakan, atau cara untuk memahami atau menjelaskan sesuatu.
Sedangkan menurut Ramadiansyah (2014) dalam penelitiannya,
Kemampuan untuk memahami makna dan makna subjek yang
dipelajari disebut pemahaman.

Menurut Adiasa (2013)

Pemahaman perpajakan vaitu proses di mana WP
memahami pajak dengan menerapkan pengetahuan mereka
tentang undang-undang, peraturan, dan prosedur perpajakan
yang berlaku untuk melaksanakan tugas-tugas terkait pajak,
seperti pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu.
Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan akan
mengindikasi  peningkatan  kepatuhan WP  dalam
mengajukan pajak.

Menurut Rahayu (2017)

Mengetahui undang-undang dan prosedur serta cara kerja
perpajakan di Indonesia sangat penting untuk memahami
perpajakan. Ketika pemahaman pajak diperlukan dalam
rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib
pajak akan bertindak dengan cara-cara tertentu guna
memuaskan pemahamannya mengenai pajak. Terdapat
korelasi langsung antara kepatuhan WP dengan tingkat
pemahamannya terhadap perpajakan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pemahaman perpajakan adalah keadaan yang mana Wajib Pajak
mengetahui serta memahami terkait aturan dan sistem, juga fungsi
perpajakan di Indonesia lalu menerapkan dan melaksanakan
kewajibannya

Indikator Pemahaman Perpajakan
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Menurut  Agustiningsih  (2016) indikator pemahaman

terhadap ketentuan umum perpajakan seperti berikut ini merupakan

ukuran pengetahuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian,

yaitu:

1.) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

a.) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1.) Pengertian NPWP

Instrumerjvang digunakan dalam administrasi
perpajakan untuk tanda pengenal diri atau identitas wajib
pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hanya ada
satu NPWP yang dialokasikan untuk setiap wajib pajak.
Sclain  itu, NPWP digunakan untuk memantau dan
mengamankan pembayaran pajak (Resmi, 2017)

2.) Pendaftaran NPWP

Undang-undang NO.16 Tahun 2009 menyatakan
semua WP yang telah memenuhi standar obyektif dan
subycktif yang diatur dalam peraturan perpajakan harus
mendaftar di kantor DJP setempat di wilayah tempat
tinggalnya. Setelah mendaftar, mereka akan diberikan
NPWP.

3.) Penghap@fin NPWP

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan

Direktur Jenderal Pajak apabila:

a. Wajib Pajak danfatau ahli warisnya dapat mengajukan
[firmohonan penghapusan NPWP apabila tidak lagi
memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif yang
diatur dalam peraturan perpajakan;

b. Setelah merger atau pembubaran usaha, wajib pajak
badan dapat dilikuidasiz

c. Wajib Pajak dapat berhenti berusaha di Indonesia apabila
mempunyai bentuk usaha tetap:

d. Wajib Pajak perempuan yang sudah menikah dapat
memilih untuk tidak mengajukan pajaknya sendiri;

e. Wajib Pajak vang menghapuskan pajaknya dapat
dianggap tidak mempunyai harta atau meninggal dunia
tanpa meninggalkan warisan

Setelah pemeriksaan dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak

akan menanggapi permohonan penghapusan NPWP dalam jangka




22

waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal pengajuan permohonan

lengkap untuk setiap WP, dan 12 bulan untuk WP Badan (Resmi,

2017)

2.) Fungsi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018) ada dua fungsi pajak, adalah sebagai

berikut:

a.) Fungsi anggaran (hudgetair) Pemerintah menggunakan pajak
sebagai dasar pendanaan untuk mendanai keperluan negara.

b.) Fungsi mengatur (cregulerend) Pajak adalah senjata yang
digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan

sosial dan ekonomi.

4. lTenerapan Sistem E-Filling
a. Pengertian E-Filling
Menurut Fidel (2010)

Pengiriman SPT melalui sistem online real-time disebut
@hgan e-filling. Pengiriman SPT Tdfdnan atau wupdate
secara online dan real time melalui Application Service
Provider (ASP) dikenal dengan istilah e-filing.
(www pajak go.id).

Sedangkan menurut Chairil (2017) pengertian e-filling
adalah sebagai berikut:

E-filing merupakan salah satu cara penyampaian SPT
Tahunan Pajak Penghasilan secara elektronik. Dapat
[lakukan secara online, real time, melalui website DIP
online  (https://djponline pajak.go.id) atau  halaman
elektronik penyedia layanan SPT.
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Dari sudut pandang para ahli tersebut, dapat disimpulkan
bahwa e-filling pengarsipan elektronik melibatkan penyampaian SPT
i]c untuk keperluan Pribadi maupun Badan melalui website DJP.

o]
. Dasar Hukum E-Filling
Dasar hukum untuk e-filling adalah:

I. Peraturan DJP Nomor PER-26/P1/2012 menjelaskan tentang tata
cara pencatatan dan penerimaan SPT tahunan serta tata cara
pelaksanaannya.

2. Tata cara pengisian formulir Surat Pemberitahuan Tahunan bagi
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir
elektronik 1770 § ataw 1770 SS melalui situs DIP
(www pajak.go.id) diatur dengan Peraturan DJP Nomor PER-
1/PJ/2014..

Penerapan Sistem E-Filling

Mengetahui cara penerapan E-Filling sesuai KBBI meliputi
mengetahui aturan, prosedur, kegiatan, pemasangan, dan penggunaan
terkait. Salah satu komponen sistem administrasi perpajakan yang
diterapkan untuk mengirimkan laporan pajak secara elektronik kepada
pemeriksa pajak secara real time adalah e-filling. Oleh karena itu, DJP
menerapkan sistem pengisian, yaitu suvatu prosedur atau metode
penggunaan sistem untuk mengirimkan pajak secara daring dan setiap

waktu




d.
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Melalui web DIP, penerapan sistem pengisian elektronik

memberikan sejumlah keuntungan bagi wajib pajak:

1.

Pengiriman SPT dilakukan dengan cepat karena dapat diselesaikan
secara online, dimana saja, kapan saja, 7 hari seminggu. 24 jam
sehari.

Karena akses ke website DIP tidak dipungut biaya, maka biaya
pelaporan SPT menjadi lebih rendah.

Karena menggunakan komputer, penghitungan diselesaikan

dengan cepat.

. Karena SPT diselesaikan dengan gaya wizard, maka lebih

sederhana.

. Penyampaian data Wajib Pajak dilakukan sccara lengkap,

dibuktikan dengan pemeriksaan penyampaian SPT

ramah lingkungan karena meminimalkan penggunaan kertas.

. Dokumen tambahan seperti fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atan

bukti pajak penghasilan, SSP Pajak Penghasilan Pasal Tiga Pasal
29, Surat Kuasa Khusus, penghitungan pajak penghasilan yang
harus dibayar bagi WP dan/atau NPWP itu sendiri, dan salinan
bukti pembayaran zakat tidak perlu dikirimkan kecuali diminta

khusus oleh KPP melalui rekening perwakilan.

Indikator Penerapan E-Filling

Menurut Rahayu (2016) Indikator penerapan E-filling

adalah sebagai berikut :




1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
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Kemudahan pengoprasian E-filling sistem.

Kemudahan penggunaan E-filling dalam pelaporan SPT Tahunan.
E-filling menjadikan pelaporan SPT Tahunan lebih praktis dan
hemat biaya dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
Penyampaian SPT dilakukan dengan cepat, aman, dan dapat
diakses sepanjang wakitu (24/7).

Penggunaan sistem komputer —memastikan  perhitungan
diselesaikan secara akurat.

Karena penyampaian SPT sudah sah, maka data yang diberikan
Wajib Pajak selalu lengkap.

Ramah lingkungan karena menggunakan lebih sedikit kertas.

5. Tarif Pajak

a.

Pengertian Tarif Pajak

Menurut Amirudin & Sudirman (2012)

Besarnya pajak (dalam rupiah) atau persentase ketentuan
pajak (%) vang wajib dibayar oleh wajib pajak sesuai
dengan dasar pengenaan pajak atau objek pajak disebut tarif
pajak.

Sedangkan Menurut Waluyo (2013) tarif pajak adalah

sebagai berikut:

Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah dengan cara
vang tidak berdampak negaterhadap masyarakat, baik
pemungutan pajak maupun penetapan tarif pajak harus
didasarkan pada keadilan. @Rl ini karena keadilan
mempunyai kekuatan untuk menciptakan keseimbangan
sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat

Maka berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli diatas,

dapat disimpulkan bahwa besarnya pajak (dalam rupiah) yang

ditetapkan pemerintah atas Barang Kena Pajak yang wajib dibayar

oleh WP disebut dengan tarif.
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Salah satu unsur yang mempengaruhi tingkat kepatuhan
wajib pajak adalah tarif pajak.epatuhan wajib pajak akan menurun
jika tarif pajak tidak adil atau tidak merata, yakni tinggi ketika
pendapatan wajib pajak rendah atau rendah ketika pendapatan wajib
pajak besar (Muhamad, 2019). Pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final
menjadi 0.5% untuk UMKM. Menggantikan PP Nomor 46 Tahun
2013 vang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, ketentuan tersebut
ditetapkan dalam PP %mor 23 Tahun 2018 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang diperoleh atau diterima WP
atas penghasilan bruto tertentu sebagai pengganti atas PP Nomor 46
Tahun 2013.

Penurunan tarif pajak UMKM dari 1% sebagaimana diatur
dalam PP No. 46 Tahun 2013 menjadi 0,5% akan menjadi salah satu
cara paling efektif untuk melakukan penyesuaian tarif pajak yang
dapat mengurangi ﬁya yang harus dikeluarkan dan tidak membebani
wajib pajak UMKM akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk
mematuhi kewajiban perpajakannya. Perubahan ini merupakan bagian
dari implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018, yang mengatur tentang
PPh atas usaha yang diterima oleh WP dengan peredaran bruto

tertentu, baik untuk calon WP UMKM maupun untuk WP UMKM

yang sudah ada.

b. Macam Tarif Pajak
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Menurut Mardiasmo (2018) terdapat 4 jenis tarif pajak
sebagai berikut:

I. Tarif scbanding/proposional. Untuk menjanf® bahwa jumlah
pajak yang dibayarkan sebanding deng#¥) jumlah nilai yang
dikenakan pajak, tarif ditetapkan dengan persentase yang tetap,
berapa pun jumlah yang dikenakan pajak.

2. Tarif tetap Harga tetap Besarnya pajak yang terutang ditentukan
dengan menetapkan tarif tetap untuk setiap jumlah pajak

3. Tarif progresif Suku bunga bertahap seiring dengan meningkatnya
jumlah pajak yang dikenakan, maka suku bunga yang sekarang
digunakan juga meningkat.

4. Tarif degresif Harga yang memburuk. Ketika jumlah yang
dikenakan pajak meningkat, tarif yang digunakan menurun.

c. Indikator Tarif Pajak
Menurut Agustina (2016), Indikator tarif pajak adalah
sebagal berikut :
1) Mengetahui akan jumlah tarif yang sudah ditetapkan oleh UU

2) Pemahamn akan tarif pajak

6. Sanksi Perpajakan
a. Pengertian Sanksi Perpajakan
Sanksi pajak bertindak sebagai perlindungan terhadap
ketidakpatuhan terhadap undang-undang atau peraturan perpajakan.
Dengan kata lain, hal ini berfungsi sebagai disinsentif untuk
(119

mencegah WP melanggar peraturan pajak.

Menurut Wahyono, et al (2018)
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Sanksi pajak adalah upaya yang dikenakan terhadap WP
terhadap pelanggar pajak, baik sengaja maupun tidak
sengaja, atau pejabat yang terlibat di bidang perpajakan
Menurut Meiranto (2017)
Sanksi perpajakan yaitu suatu metode pencegahan untuk
WP melanggar peraturan perpajakan. WP yang tidak taat
peraturan terkait akan dikenai sanksi
Berdasarkan  pandangan  beberapa  ahli  di  atas,
kesimpulannya jika sanksi pajak merupakan jaminan pemerintah
untuk menghentikan WP yang tidak patuh untuk melanggar peraturan
perpajakan.
Setiap jenis pelanggaran telah diatur dalam undang-undang,
baik pelanggaran kecil maupun berat sudah ada aturan sanksinya di
dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi diperlakukan agar peraturan
tidak dilanggar. Ketegasan sanksi pajak diperlukan agar kesadaran dan
kepatuhan masyarakat mengenai pajak semakin meningkat. Ada 2
macam sanksi perpajakan, yang pertama sanksi administrasi dan yang
kedua sanksi pidana:
a) Sanksi Administrasi
Salah satu cara negara merugi adalah melalui sanksi administratif,
yang dapat berupa denda, beban bunga, atau kenaikan pajak.
Sunksi  ini dikenakan terhadap pelanggaran administrasi
perpajakan yang tidak termasuk dalam lingkup pelanggaran
perpajakan.

b) Sanksi Pidana
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Garis pertahanan terakhir yang digunakan pemerintah untuk
menjamin penerapan undang-undang perpajakan yang tepat
adalah sanksi pidana. Pelanggaran pidana, seperti kecerobohan
atau tindakan sembrono, atan aktivitas kriminal yang
mengandung komponen kecerobohan atau kesengajaan, dapat
mengakibatkan hukuman ini. Kemungkinan menghadapi
hukuman pidana bisa berupa denda, hukuman penjara, atau
keduanya..

0

b. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Mulyati, Y., & Ismanto (2021) berikut ini adalah

Indikator sanksi perpajakan:

1) Keterlambatan WP dalam mengajukan dan membayar pajak
2) Beratnya hukuman vyang perlu dijatuhkan untuk jenis

pelanggaran

3) Pencrapan sanksi sebagal upaya meningkatkan kepatuhan
perpajakan

4) Dihapusnya sanksi pajak bisa meningkatkan tingkat kepatuhan
WP

7. Kepatuhan Wajib Pajak
a) Pengertian Kepatuhan Perpajakan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Penerimaan atau kepatuhan terhadap peraturan terkait itulah
vang dimaksud dengan kepatuhan. Kepatuhan WP mengacu
pada kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan
dalam undang-undang perpajakan, khususnya yang harus
dilakukan dalam pengajuan pajak.

[104]

Dari pengertian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan

jika kepatuhan wajib pajak adalah langkah-langkah yang harus
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diambil WP untuk mematuhi semua peraturan perpajakan yang
penting. Sikap kesadaran WP dalam mengikuti perintah kegiatan
perpajakan itulah yang ditunjukkan. bukan kesadaran wajib pajak
bukan wajib pajak, bahkan ketika mereka merasa takut dengan saksi
pajak yang berlaku.
b) Beberapa faktor yang meningkatkan Kepatuhan Pajak
Menurut Rahayu (2017) beberapa faktor berikut dapat
mempengaruhi peningkatan kepatuhan perpajakan, yaitu:
1) Keadaan sistem administrasi perpajakan yang efisien di sebuah
negara.
2) Wajib Pajak menerima pelayanan perpajakan yang berkualitas.
3) Penerapan sanksi hukum yang tegas dan efektil untuk pelanggar
pajak.
4) Pemeriksaan pajak yang berkualitas tinggi.
5) Tarif yang dikenakan kepada WP.
6) Tingkat kesadaran dan motivasi WP dalam menjalankan

kewajibannya.
7) Tanggung jawab WP dalam pengajuan serta pembayaran pajak.

¢) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Listyowati, dkk (2018), Indikator kepatuhan wajib

pajak adalah sebagai berikut :

1) Memiliki NPWP

2) Mengsisi dafiffinyampaian Surat Pemberitahuan

3) Menetapkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar

4) Membayar defisit pajak penghasilan

8. Kesadaran Wajib Pajak

a) Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran yaitu tindakan dan perilaku WP mengenai

keyakinan, pengetahuan, dan penalarannya mengenai sistem
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perpajakan dan  ketentuan-ketentuannya merupakan indikator
pemahamannya terhadap perlunya membayar pajak. Wajib Pajak
menjadi sadar akan hal ini karena hati nuraninya dan sebagai upaya
ikhlas dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Kesadaran WP yaitu keadaan dimana seseorang

mengetahui, memahami, dan menyadari kewajibannya. Ini

mencakup kemampuan wajib pajak untuk memahami dan
melaksanakan kewajiban pajak yang sudah ditetapkan
pemerintah.

Pemahaman WP terhadap undang-undang perpajakan
dipandang penting sebab memungkinkan mercka untuk mematuhi
peraturan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Dari pengertian beberapa ahli diatas, peneliti dapat menarik
kesimpulan bahwa kesadaran perpajakan vaitu ketika wajib pajak
sadar pajak berarti sadar akan tanggung jawab perpajakannya dan
memenuhinya dengan sukarela dan bebas dari paksaan.

Kesadaran ini digunakan sebagai pemenuhan perpajakan
oleh wajib pajak yang bertumpu pada inisiatif dalam mematuhi
peraturan perpajakan.

b) Faktor Peningkat dan Penghambat kesadaran Wajib Pajak
1) Faktor Peningkat Kesadaran Wajib Pajak
Menurut Rahayun (2017) faktor yang mempengarungi
kesadaran WP yaitu:
(a) kualitas pelayanan perpajakan;

(b) sosialisasi perpajakan:
(c) tingkat pengetahuan dari WP;
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(d) kualitas WPOP;
(e) tingkat keekonomian wajib pajak;
(f) kesan baik terhadap sistem perpajakan yang berlaku

2) Faktor Penghambat Kesadaran Wajib Pajak
Menurut Rahayu (2017) adapula faktor yang menghambat
kesadaran WP yaitu:

(a) Perpsepsi negatif terhadap aparat pajak;

(b) Kurangnya kemajuan atau wujud dari pajak yang dipungut;

(c) cg:.Elli“anya anggapan bahwa penggunaan uang pajak tidak
transparan

¢) Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), ada sejumlah indikator dari

kesadaran WP yaimu:

1) Bgjak sebagai sistem penghasil pendapatan negara
2) Pajak yang pelaksanaannya dapat membantu pertumbuhan
negara

3) Menunda membayar pajak adalah sesuatu yang merugikan
negara
4) Kecurangan pajak menyebabkan negara merugi

0
B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Merujuk dari hasil penelitian terdahulu, terkait dengan pemahaman
perpajakan, ncrapan E-filling, tarif pajak, sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran sebagai wvariabel
moderasi yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan rujukan dari penelitian
ini. Berikut ini sejumlah ringkasan dari penelitian tersebut:

1) Juliana (2022)
Penelitian yang dilakukan oleh Julianaa (2022) dengan judul

Pengaruh Penerapan E-Filling Systemn Dan Pengetahuan Pajak Terhadap
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Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai
Pemoderasi (Study Empiris Pada UMKM Kota Ambon). Variabel dalam
penelitian ini yaitu Pengaruh Penerapan E-Filling System, Pengetahuan
Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai
Pemoderasi dan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta

pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling kepada 100
rensponden yang dipilih secara proporsional dari populasi g terdaftar
sebagai Wajib Pajak pada Kantor KPP Pratama Ambon berdasarkan
kriteria tertentu. Pada penclitian ini mendapatkan hasil bahwa (1)
Penerapan sistem e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. (2) Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh
positif dan signifikan grhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Sosialisasi
perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap
kepatuhan wajib pajak. (4) Sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh
pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fauziah (2021)

Penelitian dari Fauziah (2021) dengan judul %ﬂgamh Penerapan
E-Filling Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19. nelitian ini menggunakan Pengaruh
Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib
Pajak sebagai variabel dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan data primer dari kuisioner,

wawancara serta dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini
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4)
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adalah Penerapan E-Filling tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak, sedangkan Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikansi
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Irvan, dkk (2023)

m
Penelitian yang dilakukan oleh Irvan, dkk (2023) dengan judul

ran Tax Amnesty scbagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan
Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris
pada UMKM Kota Semarang). Variabel yang digunakan yaitu Teax Aniiesty
sebagai variabel mnderasi,nksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan
Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
dan teknik pengambilan sampel sampling incidental ada wajib pajak
UMKM vyang yang beromzet <4.8 Milyar per tahun di Kota Semarang.
Pada penelitian ini di peroleh hasil penelitian yaitu nksi Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak dan Tarx Amnesty berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan Tax
Amnesty tidak memoderasi pada Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Lazuardini, dkk (2018)

Penelitian Lazuardini, dkk (2018) berjudul Pengaruh Pemahaman
Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). Pada penelitian ini

menggunakan Pemahaman Perpajakan. Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan
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Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel serta menggunakan
Metode Kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu Purposive
Sampling pada 100 pelaku UMKM. Hasil yang didapatkan yaitu
Pemahaman %ﬂ Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sebaliknya Sanksi Pajak berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Cahyani & Noviari. (2019)

Penelitian Cahyani & Noviari (2019) dengan judul Pengaruh Tarif
Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Variabel dalam penelitian ini yaitu Tarif
Pajak, Pemahaman Peepajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Mctode Kuantitatil dengan rcsi linier
berganda merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil
pada penelitian ini dapat diketahui bahwa tarif ak, pemahaman

perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No. Peneliian dan Judul Hasil Penelitian

Nama Peneliti, Tahun Metode Analisis

Data

Penchitian




Juliana (2022) Pengaruh
Penerapan E-Filling
System dan Pengetahuan
Pajak Terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak

dengan Sosialisasi
Perpajakan Sebagai
Pemoderasi (Study
Empiris Pada UMKM
Kota Ambon)

Moderate  Regressin
Analysis.

1) Penerapan sistem e-
filling berpengaruh
positif dan  signifikan
terhadap  kepatuhan
wajib pajak.

2) Pengetahuan
perpajakan
berpengaruh  positif
dan signifikan
terhadap  kepatuhan
wajib pajak.

3) Sosialisasi perpajakan
memoderasi pengaruh
penerapan  sistem  e-
filling terhadap
kepatuhan wajib

pajak.

4)  Sosialisasi pajak

memoderasi pengaruh
pengetahuan
perpajakan  terhadap

kepatuhan wajib
pajak.

2. | Blziah (2021) berjudul | Analisis Regresi (1) Penerapan  E-Filling
Pengaruh Penerapan E- | Linier Berganda tidak signifikan
Filling Dan  Tingkat | {EZkan terthadap  Kepatuhan
Pemahaman  Perpajakan Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan | 2) Tingkat Pemahaman
Wajib Pajak Pada Masa | Sciences) Perpajakan berpengaruh
Pandemi Covid-19 signifikansi terhadap)

Kepawhan Wajib Pajak.
Lanjutan Tabel 2.1
Nama Peneliti, Tahun y
No. Penelitian dan Judul Metode Analisis Hasil Penelitian
L. Data
Penglagian

3. | Irvan, dkk ( Metode Analisis [1) Sanks: Perpajakan
Deskriptif berpengaruh  positif
signifikan
terhadap  Kepatuhan

‘Wajib Pajak UMKM
2) Kesadaran Wajib
Pajak berpengaruh

36




UMKM Kota Semarang).

positif dan signifikan
terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM

3) Tax Amnesty
berpengaruh  posiif
dan signifikan
terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM.

4) Tax Amnesry tidak
memoderasi pada
Sanksi Perpajakan,
Kesadaran Wajib
Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM.

4. Lilzuurde, dkk (2018) Metode Analisis 1)  Pemahaman

berjudul Pengaruh Deskriptif berpe l'lgill'uh positif

Pemahaman Peraturan dan signifikan

Perpajakan, Tarif Pajak terhadap  Kepatuhan

Dan Sanksi Pajak Wajib Pajak UMKM

Terhadap Kepatuhan 2) Tarif Pajak

Waijib Pajak UMKM berpengaruh  positif

{Stud: Pada Wajpib Pajak dan signifikan

Orang Pribadi Yang terthadap  Kepatuhan

Terdaftar di KPP Pratama Wajib Pajak UMKM

Malang Selatan). 3) Sanksi Pajak
berpengaruh  negatif
dan tidak signifikan
terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM.

Lanjutan Tabel 2.1
Nama Peneliti, Tahun ..
No. Peneliian dan Judul Metode Analisis Hasil Penelitian

Penelitian

Data
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Cahyani & Noviari. Teknik analisis uji | 1) Tarif Pajak memiliki
(2019) deskriptif, uji valid pengaruh positif
Pengaruh  Tarif  Pajak, | dan rehabilitas, terhadap kepatuhan WP
Pemahaman Perpajakan, | kamudian uji asumsi UMKM
dan Sanksi Perpajakan klasik, 2) Pemahaman Perpajakan
Terhadap Kepatuhan | selanjutnya uji memiliki pengaruh
Wajib Pajak UMEKM. analisis regresi positif terhadap
linear berganda dan kepatuhan WP UMKM
uji R* serta Uji |3) SanksiPerpajakan
Hipotesis berpengaruh positif
terhadap kepatuhan WP
UMEM

C.Kerangka Berpikir
1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM

Pemahaman peraturan perpajakan mrupakan kondisi di mana WP
paham dan menerapkan peraturan, ketentuan, dan prosedur perpajakan
yang berlaku untuk melaksanakan tugas terkait perpajakan, seperti
pembayaran pajak tepat waktu. pelaporan SPT, dan sebagainya.

Menurut Hardiningsih (2011), WP yang tidak paham terkait
peraturan perpajakan akan cenderung kurang patuh. Tingkat pemahaman
sescorang merupakan hasil dari proses perolehan pengetahuan yang
intensif, dan mengacu pada sejauh mana ia dapat memahami suatu
masalah yang ingin ia pelajari lebih lanjut. Dengan meningkatnya tingkat
pemahaman WP terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan,
maka akan memotivasi mereka dalam memenuhi kewajibannya.

Pemahaman WP dari hasil penelitian Listyaningsih, dkk (2019)

menyatakan pemahaman wajib pajak memberikan pengaruh positif dan
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signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman akan melahirkan
kesadaran pada individu untuk patuh dalam memenuhi kewajibanya.
? Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penerapan sistem e-filling adalah tata cara atau cara menggunakan
sistem yang ftelah disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk
menyampaikan SPT online secara real time. Peneliti Agustiningsih (2016)
mengatakan semakin sukses penerapan sistem e-filling maka semakin
tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendapat wajib pajak terhadap
penggunaan e-filling memberikan gambaran mengenai penerapan sistem
tersebut

Menurut Lai et al (2005) e-filling dipengaruhi oleh sejumlah faktor,
termasuk sikap, kegunaan vang dirasakan, kemudahan penggunaan, dan
minal penggunaan. ajib Pajak akan merasa lebih puas menggunakan e-
filling dan akan lebih patuh jika mereka yakin sistem e-filling bermanfaat
dan memudahkan lam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak vaitu besarnya pajak (dalam rupiah) atau persentase
ketentuan éaajak (%) vang wajib dibayar oleh WP sesuai dengan dasar
pengenaan pajak (Amirudin & Sudirman, 2012). Pemerintah menurunkan
if PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis
UMEKM terus berkembang, menjaga aliran keuvangan (Cash Flow)

sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Aturan penurunan

tarif pajak menjadi 0,5% sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM dan
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diaharapkan wajib pajak akan semakin patuh untuk melaksanakan
kewajibannya.

Dari hasil penelitian oleh Lazuardini, dkk 2018) menunjukkan
bahwa kepatuhan WP sangat dipengaruhi oleh %if pajak. Artinya,
kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebanding dengan
kewajaran taril pajak yang diterapkan..

? Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM

Sanksi perpajakan yaitu metode untuk meningkatkan kepatuhan
WP serta kemampuannya dalam memenuhi tanggung jawabnya sesuai
dengan peraturan perpajakan, dengan tujuan mencegah pelanggaran
perpajakan (Ayu, D., & Hani, 2021). Wajib Pajak mungkin takut dengan
penggunaan kekuatan hukum berdasarkan undang-undang perpajakan
karena bisa dikenai sanksi yaitu denda untuk pelanggaran perpajakan dan
tentunya merugikan diri sendiri. Karena mereka akan lebih sadar akan
sanksi yang dikenakan jika melakukan pelanggaran, maka kepatuhan WP
dalam melaksanakan pajak akan cenderung meningkat jika mereka sadar
akan dampak denda pajak (Mumu et al, 2020).

Dari hasil penelitian oleh Cahyani & Noviari (2019) menunjukkan
jika sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan hadap kepatuhan
wajib pajak. Dengan kata lain, semakin tegas sanksi pajak yang
diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak

UMEKM.
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5. Pengaruh Kesadaran Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara

Pemahaman, E-Filling, Tarif, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM

Sanksi pajak dibuat guna menimbulkan rasa takut pada Wajib
Pajak mengenai pelanggaran Undang-Undang Pajak. Jika pembayar pajak
yakin bahwa hukuman akan lebih merugikan mereka daripada membantu
mereka, maka mereka akan membayar pajaknya (Jatmiko, 2006). Dalam
kapasitasnya sebagai pengambil kebijakan, pemerintah telah membuat
peraturan perpajakan, lengkap dengan sanksi bagi wajib pajak yang tidak
menaati aturan tersebut. Tentu saja, tujuan penerapan sanksi ini adalah
untuk menjamin bahwa seluruh wajib pajak mampu mematuhi dan
menerapkan  seluruh  peraturan  dan  perundang-undangan  terkait
perpajakan. Namun cara pembayar pajak memandang sanksi juga
mempengaruhi seberapa efektif penerapan langkah-langkah tersebut. Jika
kesadaran pajak wajib pajak tinggi maka penerapan sanksi tersebut akan
lebih efektif. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa membayar pajak
kepada negara merupakan tanggung jawab anda sebagai wajib pajak.
Selain itu, mercka mungkin menghadapi konsckuensi jika gagal memenuhi
tanggung jawabnya. Dengan demikian, masyarakat akan berupaya untuk
membayar pajaknya. Namun jika WP tidak sadar dengan pajak, maka
kepatuhan WP tidak akan meningkat meski dengan adanya penerapan

denda pajak.
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Dampak kesadaran WP dalam mengurangi dampak sanksi
perpajakan terhadap kepatuhan WP dapat dijelaskan dengan penggunaan
teori atribusi. Penghindaran pajak (fax evasion) merupakan praktik umum
di kalangan WP yang kurang sadar akan kewajiban pajaknya dan masih
memandang membayar pajak sebagai beban yang berat dibandingkan
sebagai cara berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Meskipun
masyarakat sudah sadar akan pajak, e-filling telah mempermudah
pembayaran pajak, tarif pajak telah diturunkan, dan masvyarakat sadar akan
adanya konsckuensi jika tidak memenuhi komitmennya.

Tujuan dari teori atribusi yang relevan adalah untuk memperjelas
bagaimana kesadaran wajib pajak mempengaruhi hubungan antara
kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan. Penghindaran pajak
merupakan praktik umum di kalangan wajib pajak yang kurang sadar akan
kewajibannya dan memandang membayar pajak scbagai beban yang
memberatkan, bukan sebagai cara untuk berkontribusi terhadap
pembangunan bangsa. Meskipun masyarakat sudah sadar akan pajak, e-
filling telah membuat pembayaran pajak menjadi lebih mudah, tarif pajak
telah diturunkan, dan wajib pajak sadar akan adanya konsekucnsi jika

tidak mematuhi komitmen mereka.

D. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual berupa diagram alur, yang membantu memahami

rumusan masalah dari peneliti.
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Pemahaman Perpajakan
X1
Penerapan E-Filling
x2)
Kepatuhan Wajib Pajak UMEM
(Y)
Tarif Pajak
(X3)
Ketegasan Sanksi Pajak
(X4)
Kesadaran Wajib Pajak
@
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
E. Hipotesis

Menurut Sugiono (2021) Hipotesis adalah pra dugaan terkait dengan
rumusan masalah dalam suatu penelitian, di mana rumusan masalah itu telah
dituangkan dalam bentuk pernyataan.

Berdasarkan pembahsan di atas, peneliti menyimpulkan jika hipotesis
dalam penelitian ini yaitu:

HI1: Diduga bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan Erhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk

H2: Diduga bahwa Penerapan FE-Filling berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk

H3: Diduga bahwa Taril Pajak berpengarub signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk

H4: Diduga bahwa Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk




H5:

H6:

H7:

HS:
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Diduga bahwa Kesadaran Pajak dapat memoderasi pengaruh antara
Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di
Kabupaten Nganjuk

Diduga bahwa Kesadaran Pajak dapat memoderasi pengaruh antara
Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di
Kabupaten Nganjuk

Diduga bahwa Kesadaran Pajak dapat memoderasi pengaruh antara Tarif
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk
Diduga bahwa Kesadaran Pajak dapat memoderasi pengaruh antara
Ketegasan Sanksi Pajak grhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di

Kabupaten Nganjuk




BAB ITI

METODOLOGI PENELITIAN

A. Variabel Penelitian

1. Indentifikasi Variabel Penelitian

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “Variable penelitian

merupakan karakteristik, elemen, dan aktivitas yang dapat dianalisis

peneliti dan digunakan untuk menarik kesimpulan”. Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan tiga variabel, yaitu:

a.

(Independent Variable)

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “Independent Variable
adalah variabel yang dapat memengaruhi dependen variable, tetapi
tidak dipengaruhi oleh variable lain”.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 4 [Independent
Variable yaitu pemahaman p_erpajakan (X1), penerapan e-filling (X2),
tarif (X3), sanksi pajak (X4)

(Dependent Variable)

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “Dependent Variable adalah
variable yang dipengaruhi dan mengalami perubahan akibat adanya
independen variable.”

Dependent Variable pada penelitian ini ialah kepatuhan wajib

pajak UMKM (Y).
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c. Variabel Moderasi
Menurut Sugiyono (2021) “Variabel moderasi didefinisikan
scbagai variable yang dapat mempengaruhi (memperkuat ataupun
memperlemah) hubungan antara independen variable dengan dependen
variable™.
Pada penelitian ini, variable moderasi yaitu kesadaran wajib

pajak (£).

?. Definisi Operasional Variabel
Dibawah ini adalah definisi operasional dari setiap variable beserta
indikator-indikator penelitiannya:
Tabel 3. 1

Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Indikator Penelitian

Variabel Penelitian Definisi Operasional Indikator Penelitian

Variabel Independen

Pemahaman Perpajakan | Menurut Adiasa (2013) | (Agustiningsih, 2016).

(X1 Pemahaman menyebutkan bahwa indikator
perpajakan yaitu proses | pada pemahaman perpajakan
memahami pajak | adalah :
melibatkan wajib pajak a. Pengctahuan tentang
yang menerapkan Tata Cara Perpajakan
pengetahuan  mereka dan Ketentuan Umum
tentang undang- b. Pengetahuan tentang
undang, peraturan, dan peraturan perpajakan
prosedur  perpajakan Indonesia
vang berlaku untuk c. Pengetahuan tentang
melakukan tugas-tugas tujuan perpajakan
terkait perpajakan d. Pengetahuan tentang
termasuk pajak pajak tata cara pengajuan
vang tepat  waktu, permohonan
pelaporan pembayaran perpajakan
pajak,dan sebagainya.
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Lanjutan gabel 31
Variabel Penelitian Definisi Operasional Indikator Penelitian
Variabel Independen
Penerapan E-Filling Menurut Fidel (201§ Menurut  (Rahayu, 2016)
(X2) Pengiriman SPT | adalah :
melalui sistem online | a. Kemudahan dalam|
real-time disebut mengoperasikan  aplikasi
dengan e-filling. E-filling.
Pengiriman SPT | b. §gmudahan penggunaf:ﬂ
(Bhunan atau update aplikasi E-filling dala
secara online dan real pelaporan SPT Tahunan.
e melalui | c¢. Aplikasi E-filling
Application Service menjadikan pelaporan
Provider (ASP) dikenal SPT  Tahunan lebihl
dengan istilah e-filing. praktis dan hemat biaya
(www.pajak.go,id) dengan menghemat]
waktu, tenaga, dan biaya.

d. SPT dilakukan dengan
cepat, aman, dan dapat
diakses  sewaktu-waktu
(24/7).

e. Penggunaan siste
komputer memastiki::‘
perhitungan  diselesaikan
secara akurat.

f. Karena penyampaian SPT|
sudah sah, maka data
vang diberikan Wajib
Pajak selalu lengkap.

g. Ramah lingkungan
karena  menggunakan
lebih sedikit kertas.

Tarif Pajak (X3) Menurut Amirudin & | Menurut Agustina (2016)

Sudirman (2012) a. Mengetahui  jumlah
Tarif pajak  adalah tarif  yang  sudah
Besarnya pajak (dalam ditetapkan

rupiah) atau persentase b. Pengetahuan danakan
yang wajib dibayar tarif pajak

oleh WP sesuai dengan

dasar pengenaan pajak
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Variabel Penelitian

Definisi Operasional

Indikator Penelitian

Variabel Independen

Sanksi Pajak (X4)

Menurut Wahyono, et

al (2018)

Sanksi pajak adalah
tindakan yang
dikenakan terhadap

wajib pajak terhadap
pelanggar pajak, baik
sengaja maupun tidak
sengaja, atau pejabat
vang terlibat di bidang
perpajakan.

Menurut (Mulyati & Ismanto,

2021) adalah :

a. Terlambatnya wajib
pajak dalam mengajukan
dan membayar pajak

b. Beratnya hukuman vang
perlu dijatuhkan untuk
jenis pelanggaran

c. Penerapan sanksi sebagai
upaya peningkatan
kepatuhan perpajakan

d. Penghapusan sanksi
perpajakan bisa
meningkatkan kepatuhan
wp

Variabel Penelitian Definisi Operasional Indikator Penelitian
Variabel Dependen
Kepatuhan Wajib Pajak | Menurut Rahayu | Menurut Listyowati, dkk
UMKM (Y) (2017 (2018) adalah :
. a. Mempunyai NPWP
Kepatuhan _ pajak b. Mengpisi Y dan
merupa_kzlm tindakan Penyampaian Surat
yang  dilakukan WF,. Pemberitahuan
untuk memenuhi | o \genenukan besarnya
persyaratan hu.l.mm PPh terutang
mengena kewajiban | Membayar defisit pajak
perpajakannya.

penghasilan
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Variabel Penelitian | Definisi Operasional | Indikator Penelitian
Variabel Moderasi
Kesadaran Wajib Pajak | Menurut KBBI Menurut  Rahayu (2017)
(Z) Kesadaran merupakan | dalam adalah:
keadaan dimana | a. Penerimaan negara
seseorang berada diperoleh melalui pajak;
dalam keadaan | b. Melaksanakan

mengetahui,
memahami, dan
mengalami  ketika  ia

sadar. C.

perpajakan yang dapat

mendorong

pembangunan nasional;
Penundaan pembayaran

pajak
menimbulkan

dapat
dampak

negatif bagi negara; dan

Penipuan

pajak

merugikan uang negara.

B. Pendekatan dan Teknik Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah

kuantitatif..

Menurut Sugiyono (2021)

Metode kuantitatif vaitu teknik penelitian yang menggunakan
analisis data statistik untuk menguji populasi, pengambilan sampel,
atan pengumpulan data untuk menguji temuan yang dihipotesiskan
sebelumnya

Alasan peneliti menggunakan metode kuantitatif yaitu menguji

hipotesis menggunakan kuesioner yang telah disebar kepada responden

pada penelitian ini guna mendapatkan data berupa simbol angka atau skala

likert dan diolah menggunakan SPSS versi 23.




50

~E

Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan teknik penelitian kausalitas untuk
mengidentifikasi hubungan akibat-sebab antara variabel-variabel.

Menurut Sugiyono (2021) “Penelitian kausal adalah studi di mana
ada hubungan sebab akibat antara variabel pengaruh dan variabel yang
mempengaruhi”.

Alasanya peneliti menggunakan teknik penelitian kausalitas yaitu
untuk menguji tentang ada atau tidaknya hubungan sebab akibat diantara

variabel yang diteliti.

C. empat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap WP UMKM di Kabupaten Nganjuk,
dengan data UMKM Kabupaten Nganjuk diperoleh dari Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro (Diskopum) Kabupaten Nganjuk.

Peneliti memilih untuk mengambil data dari wajib pajak sektor
UMKM di Kabupaten Nganjuk karena meningkatnya jumlah UMKM di
wilayah tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengkaji kepatuhan
pajak di kalangan wajib pajak. Penghematan waktu dan biaya menjadi dua
alasan lebih lanjut mengapa penclii memutuskan untuk mengumpulkan

data di Kabupaten Nganjuk




51

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran
2024/2025 yaitu antara bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2024 atau
selama 4 bulan.

0
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “Populasi yaitu kumpulan
subjek atau objek dengan karakteristik dan atribut tertentu yang menjadi
fokus penyelidikan oleh peneliti sebelum kesimpulan diambil.”

Populasi pada nelitian ini yaitu pelaku usaha UMKM di
Kabupaten Nganjuk yang terdaftar di (Diskopum) Kabupaten Nganjuk
pada tahun 2024 sebanyak 2.322 pelaku UMKM.

2. Sampel

Teori Sugivono (2021) menyatakan “Sampel yaitu bagian kecil
atau yang mewakili jumlah karakteristik pada populasi”.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk penentuan
sampel dalam penelitian yaitu purposive samipling.

Teori Sugiyono (2019) menyatakan “purposive sampling vaitu
teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu.”

Artinya pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau
kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh penelti.

Alasan teknik purposive sampling ini digunakan peneliti karena

terdapat sampel yang tidak memenuhi kriteria penelitian.
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Berikut ini kriteria yang telah ditentukan peneliti dalam penentuan

sampel yaitu:

a. UMKM vang terdaftar di (Diskopum) Kabupaten Nganjuk Tahun

2024.

b. UMKM yang memiliki NPWP dengan alasan bahwa salah satu

kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah melakukan pendaftaran

untuk memperoleh NPWP dan UMKM yang terdaftar termasuk

usaha kecil dan menengah.

Tabel 3.2

Hasil Purposive Sampling Berdasarkan Kriteria UMKM

Kabupaten Nganjuk 2024

UMKM yang terdaftar di (Diskopum) Kabupaten

Nganjuk Tahun 2024 2.322
UMKM yang belum ber NPWP dan UMKM telah
terdaftar di Diskopum tidak termasuk usaha kecil dan (2.079)
menengah

Jumlah 243

Untuk memperoleh jumlah yang mewakili 243 sampel hasil dari

penentuan kriteria mengggunakan purposive sampling dan keterbatasan

alamat pelaku UMKM dari data di (Diskopum) Kabupaten Nganjuk Tahun

2024. Peneliti menggunakan rumus slovin dalam penentuan jumlah

sampel.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin yaitu:
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0

= T (e)2

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran Populasi

e : Brror atas kesalahan pengambilan sampel vang ditolerir (10%)
243

T 1+243 (0,1)2

243
3,43

n=

n = 70,84 dibulatkan menjadi 71
Dengan demikian, sampel penelitian berjumlah 71 wajib pajak
gMKM di Kabupaten Nganjuk.
E. Instrumen Penelitian

1. Instrumen Penelitian

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “Instrumen penelitian yaitu
instrumen digunakan untuk mengukur fenomena sosial atau alam yang
dapat diamati”. Pada penelitian ini, instrumen yangdigunakan vyaitu
kuisioner, dan diukur dengan skala likert. Skala Likert merupakan metode
yang dipakai mengukur opini, penilaian, dan pandangan terkait peristiwa
tertentu. Pada penelitian ini, responden menandai pilihannya pada kolom
preferensi respons yang disediakan peneliti pada kuesioner yang
dibagikan. Tingkatan berikut ini dimasukkan dalam kuesioner yang

digunakan oleh peneliti yaitu:




Sangat Setuju (SS)
Setuju (ST)

: Dengan poin 5
: Dengan poin 4

Netral : Dengan poin 3
Tidak Setuju : Dengan poin 2
Sangat Tidak Setuju : Dengan poin |
(1)
Tabel 3.3
Kisi — Kisi Instrumen Penelitian
Variabel Kode . Jumlah
No | penelitian Indikator — Soal
I. | Pemahaman <1l Pemahaman
Pepajakan (X)) | Umum Perpajakan 1
Pemahaman
X1.2 Undang-Undang 1
Pajak
X1.3 Fungsi Pajak 1
Pemahaman
X1.4 Pengajuan 1
Keberatan Pajak
2. | Penerapanff) Mudah saat
E-Filling (X2) X2.1 mengoperasikan E- 1
Filling
Mudah saat
X22 pelaporan SPT 1
Tahunan
Efisiensi segi
biaya, waktu serta
X23 pikiran saat 1
pelaporan SPT
Tahunan
Kecepatan
X2.4 P , 1
Pelaporan Pajak
Ketepatan
X235 Perhitungan Pajak 1
Data yang
EEkirimkan
X2.6 lengkap karena 1
validasi pengisian
SPT
Ramah lingkungan
X279 dengan 1
pengurangan
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pemakaian kertas

Lanjutan Tabel 3.3
L Variabel K
ode : Jumlah
No | penelitian Indikator s Soal
3. | Tarif Pajak (X3) Pemahaman Tarif
X3.1 Pajak yang
ditetapkan 1
Undang-Undang
Pemahaman Dan
X32 Pengetahuan Tarif 1
Pajak Terbaru
4. | Sanksi Pajak(X4) X4.1 Keterlambatan
: Pelaporan Pajak 1
Tingkat
BERE diterapkannya 1
Sanksi
X4.3 Sanksi berfungsi
Alat Kepatuhan 1
Mengapus Sanksi
X44 |2 1
Meningkatkan
51 | Kepatuhan
5. | Kepatuhan Wajib YI1 | ber NPWP 1
Pajak UMKM
(Y) Pengisisan juga
L melaporkan SPT !
Y13 perhitingan Pajak
’ Terutang 1
Pembayaran
L Kekurangan Pajak !
6. | Kesadaran Wajib Pajak Sebagai
Pajak () Z1.1 Pendapatan 1
Negara
Pajak Sebagai
Zia Pembangunan 1
Z13 Penundaan Pajak 1
Zl4 Kewajiban Pajak 1
Jumlah Soal 25

0
2. Uji Instrumen

.

Uji Validitas

35
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Digunakan untuk mengkomunikasikan keakuratan informasi
yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dipakai pada penelitian.
Jika alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data terbukti valid
dan sesuai dengan subjek penelitian, maka alat tersebut dianggap valid
(Sugiyono 2021).

Nilai r httung dignakan untuk Uji validitas yaitu:

1) Apabila Thieung > Teable Pernyataan dalam angket dianggap valid
Jika berkorelasi secara signifikan dengan total skor.

2) Apabila Thitung < Trable Pernyataan dalam angket tidak
menunjukkan korelasi yang signifikan dengan total skor, maka
pernyataan itu dianggap tidak valid.

Temuan dari uji validitas penelitian ini yaitu:

Tabel 3. 4
Hasil Uji Validitas
Variabel n mm Nilair | rtabel | Ket

Pamahaman X11 039 | 0361 | Vaiid
Pepajakan (X1) | X1.2 0515 | 0361 | Vaiid
Xi3 0.782 | 0361 | Vaiid

Xi4 0675 | 0361 | Vaiid

Penerapan X1 0373 | 0361 | Vaiid
E-Fillmg %2) [ X22 0458 | 0.361 | Valid
X23 0.798 | 0361 | Vaiid

X4 0.833 | 0361 | Valid

X253 0.731 | 0361 | Vaiid

X26 0.715 | 0361 | Valid

27 0.666 | 0361 | Vaiid

Tarif Pajak (%) | 3G.1 0481 | 0361 | Valid
X32 0395 | 0361 | Valid

Sanksi Pajak (0G) | XA.1 0.700 | 0.361 | Valid
X4 0582 | 0361 | Valid

Xi3 0.400 | 0361 | Valid

X4 0.437 | 0361 | Vaiid
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Lanjutan Tabel 3.4

i
Variabel x| Nilair | rtabel | Ket

Kepatuhan Wajib | Y11 0401 | 0361 | Valid
Pajak UMKM | Y12 0.618 | 0361 | Valid
) Y13 0.495 | 0361 | Vaiid
Y14 0382 | 0361 | Valid

Kesadaran Wajib | Z1.1 0.859 | 0361 | Vaiid
Pajak (Z) 712 0.645 | 0361 | Valid
713 0.680 | 0361 | Valid

L Z14 0520 | 0361 | Valid

Sumber: Data primer diolah peneliti (2024)

Hasil Tabel 34 di atas mengindikasi bahwa Thitung > Ttabie
schingga, sctiap pernyataan dalam kuesioner dianggap valid.

b. Uji Reabilitas

Teori Ghozali (2018) menyatakan “nji reabilitas merupakan
instrumen yang berfungsi mengukur kuesioner sebagai indikator
variable”. Jika tanggapan responden tetap atau konsisten ketika
kuesioner penelitian digunakan, maka hal tersebut dapat dianggap
refiable. Uji reabilitas dapat dikatakan refiable apabila suatu variabel
atau konstruk memberikan nilai Cronbach Alpa (a) = 0,60”.

Dibawah ini merupakan hasil uji reabilitas yaitu:
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Tabel 3.5
Hasil Uji Reabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Ket
Independen
Pemahaman Pepajakan 0.834 Reliable
(X1)
Penerapan K-Filling 0.872 Reliable
(32) T
Lanjutan Tabel 3.5
Variabel Cronbach’s Alpha Ket
Independen
Tarif Pajak (X3) 0,711 Reliable
Sanksi Pajak (X4) 0,764 Reliable
Dependen
Kepatuhan Wajib Pajak —a .
UMEM (Y 0,738 Reliable
Moderasi
Kesadaran Wajib Pajak 0.786 Reliable
(Z) "

Sumber: Data primer diolah peneliti (2024)
Dari Tabel 3.5 di atas mengindikasi jika nilai Cronbach’s Alpha
masing-masing variable lebih besar dari 0,60 atau (>0,60) jadi wuji

reliabilitas masing-masing variabel dikatakan reliable.

F. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
1. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data primer juga sekunder.
Teori Sugiyono (2021) menyatakan “Data primer berasal langsung dari
pengumpulan data, sedangkan data sckunder diperoleh secara tidak

langsung melalui dokumen dan sumber lain yang sejenis™.
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Sumber data primer diperoleh dari kuesioner penelitian yang
nantinya di sebarkan dan diisi oleh responden yaitu WP UMKM di
Kabupaten Nganjuk. Data sckunder didapat dari jurnal yang relevan
dengan WP UMKM, pandangan para ahli, dari databoks, serta penelitian

lain yang saling berkaitan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuisioner. Teori
Sugiyono (2021) menyatakan “Kuisioner yaitu pendekatan mengumpulkan
data yang melibatkan responden untuk menjawab pernyataan atau
pertanyaan tertulis”.

Berikut merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti
untuk mengumpulkan data penelitian yaitu
a. Menetapkan populasi penclitian
b. Memilih jenis informasi yang akan dikumpulkan
c. Mempersiapkan kuesioner penelitian
d. Membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM;

e. Mengumpulkan data informasi dan pelajari temuannya

. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah up
asumsi klasik dengan moderating regression analysis (MRA) dan pengujian
atas hipotesis. Software SPSS versi 23 harus digunakan untuk menganalisa

data guna membantu dalam analisis data yang telah diperoleh.
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0
1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diterapkan untuk menganalisis data jika

penelitian tersebut memakai metode tertentu moderating regression

analysis (MRA). Berikut adalah uji asumsi klasik yang diterapkan pada

penelitian ini yaitu:

a.

Uji Normalitas

Teori Ghozali (2018) menyatakan “Untuk memastikan suatu
variabel berdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan uji
normalitas”. Data berdistribusi normal atau tidak, tujuan uji normalitas
adalah untuk memudahkan evaluasi data sebelum digunakan dalam
regresi. model Uji Kolmogorov-Smirnov dapat digunakan untuk
mengetahui mungkinkah data yang akan digunakan dalam model
regresi berdistribusi teratur atau tidak. Data dianggap normal jika nilai
uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari a = 0,05.
Uji Multikolineritas

Teori Ghozali (2018) menyatakan “Tujuan dari uji
multikolinearitas adalah memastikan apakah variable-variabel dalam
model regresi mempunyai keterkaitan satu sama lain™. Tidak boleh
ada korelasi tar variable independen dalam model regresi yang
dirancang dengan baik. Menguji Variance Inflation Factor (VIF) nilai

untuk memastikan tidak adanya hubungan antar variable independen

merupakan salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinieritas
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antar variabel. Tidak terjadi permasalahan multikolinearitas antar
variable independen jika nilai VIF kurang dari 10.
¢. Uji Heteroskedastisitas

Teori Ghozali (2018) menyatakan “Uji heteroskedastisitas
bertujuan untuk menentukan apakah terdapat ketidaksamaan dalam
residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya.” Disebut
homoskedastisitas jika varian dari sisa pengamatan sama, dan disebut
heteroskedastisitas jika berbeda. Model regresi yang tidak memiliki
heteroskedastisitas atau disebut juga homoskedastisitas dianggap baik.
Anda dapat memeriksa grafik Scatterplot untuk melihat apakah ada
heteroskedastisitas atau tidak. Heteroskedastisitas tidak akan terjadi
jika sebarannya tidak menggambarkan suatu pola tertentu. Selain itu,

15
tidak adanya distribusi acak fitik-titik di bawah dan di atas nol sumbu

Y menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.
2. Moderating Regression Analysis (MRA)

Menurut Ghozali (2018) “Uji Moderating Regression Analysis
(MRA) bertujuan untuk mengontrol pengaruh variabel moderasi melalui
pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel penelitian.
Pada penelitian ini, MRA digunakan untuk menguji varibel moderasi yaitu
kesadaran wajib pajak dalam hubungan antara pemahaman, e-filling, tarif
pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berikut merupakan bentuk persamaan dari moderating regression

analysis yaitu:
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Y=Bo+Phi X1+ X2+P: X3+ X4+ Ps L+ X152+ iy

X2*Z +PsX3I*Z+BoXd*Z 42

Keterangan :
po = Konstanta
B, B2, Pa, Pa, Ps, P P7 Ps Po = Koefisien regresi
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X1 = Pemahaman Perpajakan
X2 = Penerapan e-filling
X3 = Tarif Pajak
X4 = Sanksi Pajak
Z = Kesadaran Wajib Pajak
X1*Z = Interaksi 1
X2*Z = Interaksi 2
X3*7Z = Interaksi 3
X4*Z = Interaksi 4
£ = Error (kesalahan penganggu)

0
3. Uji Hipotesis
a. Koefisien Determinasi (R%)

Teori Ghozali (2018) menyatakan “Uji koefisien determinaasi
vaitu ujiyang digunakan untuk menilai sejauh mana variasi pada
variabel dependen dapat dijelaskan oleh model yang digunakan.”
Koefisien determinasi mempunyai nilai antara 0 dan 1. Kemampuan
independent variable dalam menjelaskan dependent variable akan

sangat terbatas jika nilai adjusted R® rendah. Sebaliknya jika nilai
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adjusted R* mendekati 1, maka menunjukkan bahwa praktis seluruh
data yang diperlukan untuk mengestimasi variabel dependen dapat
dijelaskan olch variabel independen tersebut.

Uji t (Pengaruh Secara Parsial)

Teori Ghozali (2018) menyatakan “Uji t berguna umtuk
mengukur sejauh mana setiap independent variable berkontribusi
dalam menjelaskan dependent variable " Tabel koefisien menampilkan
nilai uji t. jika nilai sig < 0,05 atau thitung > ttabel ini jadi bahwa
setiap independent variable, secara individu, mempunyai dampak

terhadap dependent variable.




64

0
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum dan Subjek Penelitian
1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
a. Dasar Hukum
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

dibentuk sesuai dengan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun
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2016 tentang susunan juga pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 tahun 2016 mengenai
posisi, struktur organisasi, tanggung jawab, fungsi, serta prosedur
kerja perangkat daerah. Diskopum Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang merupakan pejabat eselon 11, dibantu oleh
sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing
merupakan pejabat eselon I1I. Disamping itu ada pula 1 (satu) kepala
sub bagian dan 10 (sepuluh) kepala seksi yang masing-masing
merupakan pejabat eselon IV. Didalam organisasi Diskop dan UM
Kabupaten Nganjuk terdapat jabatan fungsional tertentu sebagai
penunjang organisasi dan juga staf pelaksana umum
. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Nganjuk dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 41 Tahun 2016 mengenai posisi, struktur organisasi, tanggung
jawab dan fungsi, serta prosedur kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk. Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro digambarkan sebagai berikut :
Kepala Dinas membawabhi :
1) Sekretariat terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum
b) Sub Bagian Keuangan

¢) Sub Bagian Program dan Evaluasi
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2) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
a) Seksi Pelatihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas
Tenaga Kerja
b) Seksi Penempatan Tenaga Kerja
c) Seksi Transmigrasi
3) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
terdiri dari :
a) Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja
b) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
4) Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari :
a) Seksi Kelembagaan Koperasi
b) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
c) Seksi Pengawasan Koperasi
5) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari :
a) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
b) Seksi Pengembangan, Perlindungan dan Penguatan Usaha
Mikro
c. Tugas Pokok dan Fungsi
Adapun Fungsi dan Tugas Pokok dari Dinas Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk yaitu:
1) Tugas Pokok : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertugas

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi
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dan usaha mikro.
2) Fungsi
a) menyusun kebijakan teknis dalam scktor koperasi dan usaha
mikro;
b) melaksanakan kebijakan teknis terkait urusan pemerintahan
di sektor koperasi dan usaha mikro;
¢) melakukan evaluasi dan pelaporan dalam bidang koperasi dan
usaha mikro.;
d) pelaksanaan administrasi Diskopum;
e) melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai
dengan tanggung jawab serta fungsinya.
d. gisi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
1) Visi Diskopum Kabupaten Nganjuk
Visi adalah pandangan terkait masa depan yang akan
diterapkan oleh suatu instansi agar tetap berfungsi, dan responsif.
Selain itu, penyusunan visi ini juga mempertimbangkan kondisi atau
karakterisitik pada suatu daerah.
Tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Nganjuk dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam RPIMD 2018-2023. Oleh
sebab itu, pada Diskopum Kabupaten Nganjuk disusunlah visi

yiatu : “Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan
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Bermartabat ( Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Notho Kutho )”.
2) ?Jlisi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

Misi yaitu pencanangan tujuan suatu instansi serta tolok
ukur yang harus dipenuhi secara internal dan diterapkan sesuai
dengan  visi yang dikembangkan. Organisasi  harus
mempertimbangkan  rekomendasi  dari  pihak-pihak  yang
berkepentingan ketika memutuskan misi yang akan dijalankan
karena hal tersebut memberikan peluang bagi inovasi dan
perubahan yang merespons kebutuhan lingkungan

Agar terwujudnya visi yang telah ditetapkan, Diskopum
Kabupaten Nganjuk menyusun misi sebagai berikut
“Meningkatkan Keberpihakan Pemerintah dalam Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan berbasis Pertanian dan Potensi Lokal serta

Sektor Produksi Lain berbasis Teknologi Tepat Guna™.

2. antor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Nganjuk
a. Profil KP2KP
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor
07/PJ/2018, KP2KP merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan,
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang didefinisikan sebagai
lembaga vertikal DJP yang ada di bawah serta mempunyai tanggung
jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.

KP2KP Nganjuk merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal
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Pajak yang berada dibawah KPP Pratama Pare. KP2KP Nganjuk
mulai beroperasi pada tanggal 6 November 2007 berdasarkan
Keputusan DJIP Tanggal 3 Oktober 2007, KEP-M]}%ZOO? tentang
Penyelenggaraan tata kerja organisasi, dan Kapan Mulai
Beroperasinya pada Kantor Wilayah Direktorat KPP Pratama,
KP2KP, dan Kantor Wilayah DJP yaitu Direktorat Jenderal Pajak
Jatim 11I.

Wilayah kerja KP2KP Nganjuk meliputi Kabupaten Nganjuk.
Secara administrasi, Kabupaten Nganjuk terdiri dari 20 kecamatan, 28
kelurahan, dan 264 desa, dengan total luas wilayah sebesar 1.224,33
km?. Kabupaten Nganjuk berbatasan langsung dengan 5 kabupaten
lain. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro.
Berbatasan dengan Kab. Kediri dan Ponorogo di selatan. Berbatasan
dengan Kab. Madiun di sebelah barat, sedangkan di bagian timur

berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri.

. Tugas dan Fungsi KP2ZKP Nganjuk

KP2KP Nganjuk. yang berada di bawah Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Pare, bertugas untuk memberikan pelayanan,
penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat,
mengamati potensi perpajakan di wilayah Kabupaten Nganjuk, serta
membantu KPP Pratama Pare dalam melaksanakan pelayanan kepada

publik. KP2ZKP Nganjuk menjalankan fungsi antara lain sebagai
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berikut:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

Melaksanakan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi, dan
konsultasi perpajakan untuk masyarakat;

Mengamati potensi perpajakan dan menyusun monografi
pajak;

Mengawasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan WP;
Melaksanakan serta memberi edukasi kepada WP Orang
Pribadi yvang baru;

Memberikan bimbingan serta konsultasi teknis perpajakan
kepada WP_;

Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan
dalam rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

Pelaksanaan administrasi kantor.

¢. Visi dan Misi KP2KP Nganjuk

KP2KP Nganjuk merupakan Kantor Pelayanan Penyuluhan

dan Konsultasi Perpajakan yang mempunyai visi menjadi pelopor

dalam pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan berorientasi

high quality result di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

serta mempunyai misi Memberikan pelayanan yang cepat, tanggap,

dan akurat, melakukan penyuluhan yang terencana, terarah, terukur

dan berkesinambungan serta memberikan konsultasi perpajakan

dengan jelas, benar, dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan

masyarakat agar masyarakat sadar, tertib dan bangga membayar pajak.
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Untuk mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak,
diperlukan KP2KP yang transformatif vang berarti “memiliki daya
ubah”. Dengan secgala keterbatasannya keberadaan instansi vertikal
tersebut harus mampu mengubah perilakn masyarakat terkait
perpajakan di wilayah kerjanya. Mengedukasi masyarakat yang
semula tidak tahu menjadi paham pajak, mengubah perilaku yang
semula cuek menjadi sadar dan peduli pajak dan mengubah Wajib
Pajak yang semula tidak patuh menjadi patuh.

0
B. Deskripsi Data Variabel
1. Deskripsi Data Variabel Bebas

Menurut Sugiyono (2021) “Variable bebas yaitu variabel yang
memiliki kemampuan untuk memengaruhi variable terikat, namun
tidak dipengaruhi oleh variable lain.”

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 4 independet
variable yaitu pemahaman perpajakan (X1), penerapan e-filling (X2),

tarif (X3), sanksi pajak (X4)

Berikut adalah data mengenai variabel bebas dalam penelitian ini:
a. Pemahaman Perpajakan (X/)

Sebanyak 71 kuesioner disebarkan kepada wajib pajak UMKM
Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari penelitian ini. Dari 71
kuesioner yang disebar kepada WP UMKM Kabupaten Nganjuk,
keseluruhan sebanyak 71 kuesioner tersebut dapat kembali kepada

peneliti.
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Berikut tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden

untuk variabel Pemahaman Perpajakan (X1):

Tabel 4.1
Frekuensi Variabel Pemahaman Perpajakan (X1)

Skor Jawaban e

Ttem 1 2 3 ] 3 Nilai
F|% | F| % | F| % |F| % | F Rata-rata

X11 | 0|00 3 |42 |30|423]|36|507] 2 | 28| 352
X172 | 0]00] 1| 14| 153|211 47| 662] 8 |113]| 5.87
Xi13 [ 0]00] 0|00 5| 70]a1|5.7] 25[352] 428
Xi4 | 0|00 0 | 00| & | 56|37 |521] 30 |423| 437

Sumber: SPSS versi 23

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas yaitu:

b

2)

3)

(X1.1) yaitu saya paham tata cara serta pelaporan SPT pajak
UMKM memperoleh nilai rata-rata jawaban 3,52, dimana pada
pernyataan pertama ini 4,2% responden memberikan jawaban tidak
setuju, 423% memberikan jawaban netral, 507% memberikan
Jjawaban setuju, dan 2,8% memberikan jawaban sangat setuju.
(X1.2) yaitu saya tahu peraturan pajak bagi UMKM memperoleh
jawaban rata-rata responden 387, yang mana 4% responden
memberikan jawaban tidak setuju, 21.1% memberikan jawaban
netral, 66,2% memberikan jawaban setuju dan 11,3% memberikan
jawaban sangat setuju.

(X1.3) yaitu saya tahu fungsi serta manfaat pajak yang digunakan
sebagai anggaran pembangunannegara memperoleh jawaban rata-
rata responden sebesar 428, dimana 7% emberikan jawaban

netral, 57,7% responden memberikan jawaban setuju dan 352%
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memberikan jawaban sangat setuju.

4) (X14) yaitu apabila sava memahami perpajakan akan sangat
mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan memperoleh
jawaban rata-rata responden sebesar 4,37, dimana 5,%
memberikan jawaban netral, 52,1% responden memberikan
Jawaban setuju dan 42,3% memberikan jawaban sangat setuju.

b. Penerapan E-Filling (X2)

Sebanyak 71 kuesioner disebarkan kepada wajib pajak UMKM
Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari penelitian ini. Dari 71
kuesioner yang disebar kepada WP UMKM Kabupaten Nganjuk,
keseluruhan sebanyak 71 kuesioner tersebut dapat kembali kepada
peneliti.

Berikut tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden

untuk variabel Penerapan E-Fillng (X2):
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Tabel 4.2
Frekuensi Variabel Penerapan E-Fillng (X2)

Skor Jawaban _

Item 1 2 3 1 5 Nilai

Fl% | F| % | F| % | F| % | F| 0p |Ratarata
X21 | 0|00 1|14 |22(310(42(392] 6 | 85| 3.75
X227 [0]00] 0] 00| 11|155]|47|662] 13 |183| 4,08
X23 | 0]00| 0 | 00| 6 | 85|40 563] 25352 427
X24 | 0|00[ 0 | 006 | 8540]363] 25 |352| 227
X25 | 0|00 2 | 288 |113]| 40363 21 |296| 4,13
X26 |0 |00| 0 | 007 |99 |38]335] 26 |366| 427
X27 | 0]00] 0 | 007 | 90|40 3563] 24 |338] 424

Sumber: SPSS versi 23

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas yaitu:

D

2)

3)

(X2.1) sistem e-filling cukup mudah untuk dipelajari untuk pemula
memperoleh nilai rata-rata 3,75, pada pernyataan pertama 4%
responden memberikan jawaban tidak setuju, 31.0% memberikan
jawaban netral, 592% memberikan jawaban setuju, dan 85%
responden memberikan jawaban sangat setuju.

(X22) dengan sistem e-filling memberikan kemudahan dalam
melaporkan SPT tahunan memperoleh rata-rata jawaban responden
sebesar 403, dimana 15,5% menyatakan netral, 66,2% memberikan
jawaban sctuju dan 18.3% memberikan jawaban sangat setuju.
(X23) yaitu dengan diterapkanya e-filling saya tidak lagi
mengantri dikantor pajak memperoleh rata-rata jawaban responden
sebesar 4,27, dimana 8% memberikan jawaban netral, 56,3%

responden memberikan jawaban setuju dan 352% memberikan

jawaban sangat setuju.
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4) Pada pernyataan keempat (X2.4) e-filling dapat membantu saya
melaporkan pajak secaracepat , aman.dan kapan saja memperoleh
nilai rata-rata responden scbesar 4,27, dimana 8.5% memberikan
jawaban netral, 56,3% responden memberikan jawaban setuju dan
35,2% memberikan jawaban sangat setuju.

5) Pada pernyataan kelima (X2.5) dengan sistem e-filling memberikan
ketepatan dalam perhitungan kewajiban pajak saya memperoleh
rata-rata responden 4,13, dimana 2.8% responden memberikan
jawaban tidak setuju, 11,3% memberikan jawaban netral, 56,3%
memberikan jawaban setuju dan 29.0% memberikan jawaban
sangat setuju.

6) (X2.6) yaitu dengan diterapkanya sistem e-filling, saya dapat
menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan pajak saya
memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,27 pada pernyataan ini 9,9%
memberikan jawaban netral, 53 5% memberikan jawaban setuju,
dan 36,6% responden memberikan jawaban sangat setuju.

7 (X2.7) stem e-filling lebih ramah lingkungan karena mengurangi
kebutuhan akan kertas. memperoleh nilai rata-rata sebesar 4.24,
dimana 9,{5% memberikan jawaban netral, 563% responden
memberikan jawaban setuju dan 33.8% memberikan jawaban
sangat setuju.

c. Tarif Pajak (X3)

Sebanyak 71 kuesioner disebarkan kepada wajib pajak UMKM
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Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari penelitian ini. Dari 71
kuesioner yang disebar kepada WP UMKM Kabupaten Nganjuk,
kescluruhan sebanyak 71 kuesioner tersebut dapat kembali kepada
peneliti.

Berikut tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden
untuk variabel Tarif Pajak (X1):

Tabel 4. 3

Frekuensi Variabel Tarif Pajak (X3)

Skor Jawaban Nilai

Item 1 2 3 4 5 Rata-
% | F| % | F| % | F U F Op rata

X31 | 0|00 0|00 |22]|310|44[660| 3 | 7,0 3,76
X32 | 0]00]| 4|36 |26[366]32]|451] 9 |12.7 3,65

Sumber: SPSS versi 23

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas yaitu:

1) Pada pernyataan pertama (X3.1) penurunan tarif pajak menjadi
0.,5% lebih ringan daripada tarif sebelum diterapkanya PP Nomaor
23 tahun 2018 memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,76, dimana
pada pernyataan pertama ini 31% Espondcn memberikan jawaban
netral, 66% memberikan jawaban setuju, dan 7% responden
memberikan jawaban sangat setuju.

2) (X32) saya mengetahui tarif pajak UMKM terbaru dan tarif pajak
tersebut sudah sesuai memperoleh rata-rata jawaban sebesar 3.65,
yang mana 5,6% ernberikan jawaban tidak setuju, 36.6%

memberikan jawaban netral, 45,1% memberikan jawaban setuju

dan 12,7% memberikan jawaban sangat setuju.
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d. Sanksi Pajak (X4)

Sebanyak 71 kuesioner disebarkan kepada wajib pajak UMKM

Kabupaten Nganjuk scbagai bagian dari penelitian ini. Dari 71

kuesioner yang disebar kepada WP UMKM Kabupaten Nganjuk,

keseluruhan sebanyak 71 kuesioner tersebut dapat kembali kepada

peneliti.

Berikut tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden

untuk variabel Sanksi Pajak (Xa):

Tabel 4. 4
Frekuensi Variabel Sanksi Pajak (X4)

Skor Jawaban Nilai
Item 1 2 3 4 5 Rata-
F|% | F| % | F| % |F| % | F | % rata
X4.1 0100 1| 14 (11 )155) 40| 563 19 |26,8| 4,08
X4.2 2128) 1148 |113]| 46| 648 14197 397
X43 3142 8 (113211296 20 | 408 10| 141 349
X44 00020 | 28223 |324| 21| 296 7 | 99 321

Sumber: SPSS versi 23

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas yaitu:

D

2)

(X4.1) yaitu terlambat membayar pajak dpat terkena sanksi
memperoleh nilai rata-rata responden 408, yang mana 4%
memberikan jawaban tidak setuju, 155% memberikan jawaban
netral, 56,3% responden memberikan jawaban setuju dan 26,8%
memberikan jawaban sangat setuju.

(X4.2) sanksi diberikan kepada WP yang terlamabt pembayaran

pajak memperoleh nilai responden 3,97, dimana 2.8% responden

2
memberikan jawaban sangat tidak setuju, 1,4% memberikan
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jawaban tidak setuju, 11.3% memberikan jawaban netral, 64.8%
responden memberikan jawaban setuju dan 19.7% memberikan
Jjawaban sangat setuju.

3) (X4.3) yaitu sanksi pajak tidak diterapkandengan tegas jika ada
yvang melakukan pelanggaran memperoleh nilai rata-rata jawban
349, yang mana 42% memberikan jawaban sangat tidak setuju,
11,3% memberikan jawaban tidak setuju, 29.6% memberikan
jawaban netral, 40.8% memberikan jawaban setuju dan 14.1%
memberikan jawaban sangat setuju.

4) (X4.4) menghapus sanksi bisa meningkatkan kepatuhan WP
memperoleh nilai rata-rata responden sebesar 321, pada
pernyataan ini 28,2% responden memberikan jawaban tidak setuju,
32 4% memberikan jawaban netral, 29.6% memberikan jawaban
setuju, dan 9.9% responden memberikan jawaban sangat setuju.

2. Deskripsi Data Variabel Terikat

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “dependent variable
merupakan variable yang mengalami perubahan dan dipengaruhi sebagai
hasil dari independent variable.”

Yang digunakan peneliti sebagai dependent variable vaitu
kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Sebanvak 71 kuesioner disebarkan kepada wajib pajak UMKM
Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari penelitian ini. Dari 71 kuesioner

yang disebar kepada WP UMKM Kabupaten Nganjuk, keseluruhan
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sebanyak 71 kuesioner tersebut dapat kembali kepada peneliti.

Berikut tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden untuk

variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y):

Tabel 4.5
Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMEM (Y)

Skor Jawaban
Item 1 2 3 4 5 Nilai
F|%| F| % | F| % | F| % | F| 0p |Rataraa
Yi1 [0 |00| 8 [113| 20 [308| 290 [208] 5 | 7. 3.44
Y12 | 0 ]00| 0 |00 | 16| 225 36 | 50.7| 10 | 268| 4.04
Y13 |0 |00 0 |00 | 21206] 36| 30.7| 14 |19.7] 3.00
Y14 | 0]00] 0 |00 [ 22[31.0] 38 [535] 11 [155] 3385

Sumber: SPSS versi 23

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas yaitu:

1) (Y1.1) yaitu pemilik UMKM tidakdiwajibkan memiliki NPWP

2)

3)

untuk syarat administrasi kewajiban perpajakan memperolch
jawaban rata-rata responden 3,44, yang mana pada pernyataan
pertama ini 11.3% responden memberikan jawaban tidak setuju,
40.8% memberikan jawaban netral, 40.8% memberikan jawaban
setuju, dan 7,0% memberikan jawaban sangat setuju.

(Y12) yaim WP mengisi serta melaporkan SPT dengan lengkap,
jelas serta bertanda tangan memperoleh nilai rata-rata responden
404, yvang mana 22,5% menyatakan netral, 50,7% menyatakan
setuju dan 26,8% memberikan jawaban ?angat setuju.

Pada pernyataan ketiga (Y13) mengitung pajak terutang setiap

masa pajak memperoleh jawaban rata-rata responden scbesar

350, dimana 29,6% memberikan jawaban netral, 57.7%
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memberikan jawaban setuju dan 19.7% memberikan jawaban
sangat setuju.

4) (Y14) yaitu selalu melakkan pelunasan SPT yang kurangbayar
setiap masas pajak memperoleh niali rata-rata responden 3,85, yang
mana 310% menyatakan netral, 53.5% Spﬂnden menyatakan
setuju dan 15.5% menyatakan sangat setuju.

. Deskripsi Data Variabel Moderasi

Teori Sugivono (2021) menyatakan “Variable moderasi merupakan
variable yang mampu mempengaruhi (baik memperkuat maupun
memperlemah) hubungan antara independent variable dan dependent
variable.”

Yang digunakan peneliti sebagai varibel moderasi dalam penelitian
ini adalah kesadaran wajib pajak (Z).

Sebanyak 71 kuesioner disebarkan kepada wajib pajak UMKM
Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari penelitiian ini. Dari 71 kuesioner
yvang disebar kepada WP UMKM Kabupaten Nganjuk, keseluruhan
sebanyak 71 kuesioner tersebut dapat kembali kepada peneliti.

Berikut tabel jawaban kuesioner vang dikirimkan responden untuk

variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z):
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Tabel 4. 6
Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Skor Jawaban .

Item 1 2 3 F] 3 Nilai
Fl%| F| % | F| % | F| % | F | 0 |Ratarata

ZI1 | 0|00 0 |00 [8 [11,3]36]350,7] 27 |380] 427
Z12 | 0]00| O |00 | 12[168] 36| 50.7] 23 | 32.4| 4.1
Z13 | 0 |00| 0 |00 | 12169 41 | 57,7| 18 [254| 408
Z14 | 000 1 [14 [2 [ 28 [47[662] 21 [206] 424

Sumber: SPSS versi 23

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas yaitu:

D

2)

3)

4)

Pada pernyataan pertama (Z1.1) dengan membayar pajak saya
berpartisiipasi menambah penerimaan negara memperoleh nilai
rata-rata scbesar 427, dimana pada pernyataan pertama ini 11,3%
menyatakan netral, 50,7% menyatakan setuju, dan 38,0%
memberikan jawaban sangat setuju.

(Z1.2) pembayaran pajak digunakan wuntuk peningakatan
infrastruktur negara memperoleh nilai rata-rata responden 4.15,
dimana 16,9% menyatakan netral, 50.7% menyatakan setuju dan
32 4% memberikan jawaban sangat setuju.

(Z£1.3) penundaan pajak dapat dikenai sanksi pajak memperoleh
niai rata-rata responden sebesar 4,08, dimana 16.9% menyatakan
netral, 57,7% responden memberikan jawaban setuju dan 254%
memberikan jawaban sangat sctuju.

(Z1.4) yaitu saya sadar bahwa pajak diatur dalam undang-undang

dan bersifat memaksa memperoleh niali rata-rata responden 424,
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dimana 14% responden memberikan jawaban tidak setuju, 2.8%

memberikan jawaban netral, 662% responden memberikan
Jjawaban setuju dan 29 6% memberikan jawaban sangat setuju.
C. Analisis Data
1. Hasil Uji Asumsi Klasik
Dengan menggunakan software statistik dan moderating regression
analysis (MRA), peneliti melakukan uji asumsi Klasik untuk penelitian tersebut.
Asumsi klasik berikut harus diuji untuk menerapkan moderating regression
analysis (MRA) yaitn perlunya melakukan pengujian terhadap eberapa
asumsi klasik yaitu:
a. Uji Normalitas
1) Analisis Statistik
Uji normallitas terhadap suatu data berfungsi agar
mempermudah evaluasi data, baik didistribusikan secara normal
atan tidak, yang nantinya akan digunakan dalam model regresi.
Normalitas atau nonnormalitas data yang akan digunakan dalam
model regresi dapat dipastikan dengan menggunakan i
Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika
nilai uji Kolmogorov-Sniirnov lebih besar dari ¢ = 0,05.

Tabel di bawah ini menampilkan temuan dari uji normalitas

penelitian, yaitu:
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Tabel 4. 1
Uji Kolmogorov-Smirnov
Unstandardized
Reszidual
N 71
Normal Perameters"” Mean ,0000000
Std. Deviation 1,58443284
Most Extreme Differences Absolute 083
Positive 033
Negative -079
Test Statistic 083
Asymp. Sig. (2-tailed) 200"
8. Test distribution is Normai.
b. Caleulated from data.
£ Lilliefors Significance Comection
d. This is a lower bound of the true significance
Sumber: SPSS vers1 23
127
Terlihat dari temuan uji normalitas tabel 4.7 nilai

signifikansi 0,200 > 005 dan kesimpulannya bahwa nilai residual
mengikuti distribusi normal.
Analisis Grafik

Pengujian analisis dengan grafik dilakukan yaitu memeriksa
probability plot dan garfis histogram. Karena data akan
terdistribusi Jika nilai yang dihasilkan berada dalam rentang -2
hingga 2, maka distribusi data dianggap normal, menunjukkan
bahwa model regresi yang digunakan adalah baik dan data
mendekati distribusi normal.

Menurut Santoso (2015) jika sebaran datanva berbentuk

lonceng artinya tidak miring ke kanan atau ke kiri, maka grafik
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histogramnya dapat dianggap normal
Berikut adalah hasil dari uji normalitas menggunakan grafik

histogram:

Histogram
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Mean = -4 SBE-16
Std. Dev. = 0,971
=71

Frequency

=1 o 1

Regression Standardized Residual
Gambar 4. 1 Grafik Histogram
Sumber: SPSS versi 23

Dari gambar di atas, terlihat bahwa grafik histogram tidak
menunjukkan kemiringan ke kanan atau kiri, sehingga data dapat
dianggap terdistribusi normal. Selain i, memeriksa probability
plot juga merupakan mectode lain untuk menilai apakah data
mengikuti distribusi normal atau tidak. Karena garis pada data
sebenarnya akan terbentuk mengikuti garis diagonal jika datanya
normal,

Menurut Ghozali (2018) untuk memeriksa distribusi normal

data menggunakan grafik probability plot, perhatikan hal-hal
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berikut:
1) Data terdistribusi teratur apabila titik-titik data tersebar
sepanjang garis diagonal dan mengikutinya.
2) Data tidak terdistribusi teratur apabila menyimpang atau
tidak mengikuti garis diagonal.

Berikut merupakan hasil uji normalitas menggunakan

probability plot:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
1,0

pr

0,5

0.4

Expected Cum Prob

0.0 T T T T
00 02 04 0E 08 10

Observed Cum Preb

Gambar 4. 1 Normal Probablity Plot
Sumber: SPSS versi 23

Pada gambar diatas data bisa dikatakan normal, karena
semua distribusi data berada di sekitar garis diagonal, gambar di
atas mengilustrasikan bagaimana data dapat diubah secara berkala.
Di sisi lain, ada beberapa titik pada grafik probablity plot yang
tidak berada di dekat garis diagonal. Namun karena titik-titiknya

tetap pada diagonal dan tidak melenceng terlalu jauh, maka kondisi
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ini tergolong normal.
b. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui
apakah variabel-variabel dalam model regresi saling berhubungan satu
sama lain. Seharusnya tidak ada hubungan yang jelas antara variabel-
variabel independen dalam model regresi yang layak. Pengujian nilai
Variance Inflation Factor (VIF) untuk memastikan tidak adanya
hubungan antar variabel independen merupakan salah satu cara untuk
mengetahui adanya multikolinearitas antar variabel. Variabel
independen dalam model regresi tidak mempunyai multikolinieritas
yang signifikan jika aj Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari
10.

Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas pada penelitian

ini:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients®
Collinearity Statistics
Model Tolerance VIF
1 (Constant)
Pemahaman Perpajakan (X1) 675 1,482
Penerapan E-Filling (X2) 666 1,501
Tarif Pajak (X3) ,858 1,165
Ketegasan Sanksi Pajak (X4) 750 1,334

8. Dependent Vanable: Kepatuhan VWajib Fajak

Sumber: output SPSS versi 23
Dari tabel 4.8 dapat dijelaskan jika nilai VIF (independent)
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pemahaman perpajakan sebesar 1482, penerapan e-filling sebesar
1,501, tarif pajak sebesar 1,165, dan sanksi pajak sebesar 1,334
dimana nilai VIF dari keempat variabel < 10. Jadi, disimpulkan bahwa
tidak terdapat multikolinieritas antara variabel-variabel independen.
Uji Heterokedastisitas

Teori Ghozali (2018) menyatakan “Untuk memastikan apakah
terdapat variasi variabilitas sisa antara dua pengamatan digunakan uji
heteroskedastisitas.” Disebut homoskedastisitas jika varian dari sisa
pengamatan sama, dan disebut heteroskedastisitas jika berbeda. Model
regresi yang tidak memiliki heteroskedastisitas atau disebut juga
homoskedastisitas dianggap baik. Anda dapat memeriksa grafik
Scatterplot untuk melihat apakah ada heteroskedastisitas atau tidak.
Heteroskedastisitas  tidak akan terjadi jika sebarannya tidak
menggambarkan suatu pola tertentu. Selanjutnya dapat dikatakan
bahwa heteroskedastisitas tidak akan terjadi apabila titik-titik grafik
tersebut tidak tersebar di atas dan di bawah garis nol sumbu Y.

Berikut merupakan hasil dari uji heterokedastisitas pada

penelitian ini:
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Scatterplot
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
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Regression Standardized Predicted Value

Gambar 4.2 Grafik Scatterplot
Sumber: SPSS versi 23

Dari temuan uji heterokedastisitas di atas terlihat jelas bahwa
tidak terjadi heteroskedastisitas karena sebarannya tidak memiliki pola
yang jelas, dengan titik data tersebar di atas, di bawah, atau mendekati
nol.

2. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda dengan Moderating
Regression Analysis (MRA)
Analisis regresi linier berganda dengan Moderating Regression
Analysis (MRA) digunakan untuk menguji kesadaran wajib pajak
memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan, penerapan e-filling, tarif
pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada uji regresi linier ini peneliti menggunakan dua model

persamaan, yaitu persamaan pertama bertujuan untuk menguji dampak
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independen variable terhadap dependen variable, sementara persamaan
kedua digunakan untuk menguji apakah variabel moderasi dapat
memperkuat atau memperlemah pengaruh independen variable terhadap
dependen variable.

Dari hasil uji Ceefficient pada output SPSS pada tabel sebagai

berikut;
Tabel 4. 9
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 2001 2.341
Pemahaman Perpajakan 004 57 ,003
Penerspan E-Filling 080 076 088
Tarif Pajak 1,054 181 545
Ketegasan Sanksi Pajak 185 080 218

8. Dependent Vanable: Kepatuhan Wajib Fajak
Sumber: SPSS versi 23

Berdasarkan nilai pada kolom B inilah yang diinterpretasikan
berdasarkan tabel uji koefisien diatas. Baris pertama tabel menampilkan
konstanta (a), dan baris berikutnya menampilkan konstanta pada variabel
bebas. Jadi, berikut susunan persamaan regresi linier berganda:

Y=a+biX|+baX: +bsXs +bhsX4+e

=2.901 + 0.004X1 + 0,060X> + 1,054X5+ 0,185Xa + 2,341

Dapat dipahami dari bentuk persamaan regresi linier berganda di

atas, vaitu sebagai berikut:
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a. Konstanta a yaitu 2,901 Merupakan kondisi ketika variable kepatuhan
wajib pajak (Y) belum terpengaruh oleh variable lain, yaitu variabel
pemahaman rpajalca.n (X1), pencrapan e-filling (X2), tarif (X3), dan
ketegasan sanksi pajak (X4). Jika variabel independenr belum
dimasukkan,riabel kepatuhan wajib pajak tidak berubah.

b. bl (koefisien dari regresi X1) yaitu 0,004, membuktikan jika variable
pemahaman perpajakan berpengaruh Si[if terhadap kepatuhan wajib
pajak, yang mempunyai arti bahwa setiap kenaikan satuan variable
pemahaman perpajakan, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak sebesar 0,004, dengan anggapan bahwa variable lain tetap
konstan (tidak berubah).

c. b2 (koefisien dari regresi X2) yaitu 0,060, membuktikan jika variable
penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
yang mempunyai arti bahwa setiap kenaikan satuan variable
pm;:ncrapa.n e-filling, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
sebesar 0,060, dengan anggapan bahwa variable lain tetap konstan
(tidak berubah).

d. b3 (koefisien dari regresi X3) vaitu 1,054, membuktikan jika variable
tarif pajak bepengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang
mempunyai arti bahwa setiap kenaikan satuan variable tarif pajak,
akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1,054,

dengan anggapan bahwa variable lain tetap konstan (tidak berubah).

e. b4 (koefisien dari regresi X4) yaitu 0,185, membuktikan jika variable
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ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak yang mempunyai arti bahwa setiap kenaikan satuan variable

ketegasan sanksi pajak, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak sebesar 0,185, dengan anggapan bahwa variable lain tetap

konstan (tidak berubah).
Model 11

Tabel 4. 10

Hasil Uji Analisis Moderating Regression Analysis (MRA)

Pemahaman Perpajakan*Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coafficients Coeficients

Madel B Std. Error Beta
1 (Constant) 10,857 2720

Pemahaman Perpajakan -027 250 -020

Pemahaman

Perpajskan*Kesadaran Wajib 018 ,008 427

Paisk

8. Dependent Vanable: Kepatuhan Waygib Pajak

Sumber: SPSS versi 23

Dapat dilihat nilai pada tabel uji koefisien diatas. Baris pertama

tabel menampilkan konstanta (a), dan baris berikutnya menampilkan

konstanta pada variabel bebas serta variabel bebas dengan variabel

moderasi. Sehingga, persamaan moderating regression analysis dapat

disusun yaitu:
Y=a+biXi+m(Xi*Z)+e

= 10657 + (-0,027) + 0,019 + 2,720

Dari hasil persamaan moderating regression analysis dapat
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dianalisis yaitu:

a. Konstanta a wvaitu 10,657 wyaitu kondisi ketika variable kepatuhan
wajib pajak (Y) belum terpengaruh oleh variable-variabel lain, yaitu
variabel pemahaman perpajakan (X1) dimoderasi variabel kesadaran
wajib pajak (Z). Jika variabel bebas yang sudah dimoderasi belum
ditambahkan,aka variabel kepatuhan wajib pajak tidak berubah.

b. bl (koefisien dari regresi X1) yaitu -0.027, membuktikan jika variable
pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib
pajak yang mempunyai arti jika setiap penurunan satuan variable
maharnan perpajakan, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak sebesar -0027, dengan anggapan jika variable lain tetap konstan
(tidak berubah).

c. bl (koefisien dari regresi Xi*Z) yaitu 0019, menunjukkan jika
variabel pemahaman perpajakan di moderasi kesadaran wajib pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang mempunyai
arti jika setiap kenaikan satuan variable pemahaman perpajakan di
moderasi kesadaran wajib pajak, akan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,019, dengan anggapan jika variable

lain tetap konstan (tidak berubah).




Tabel 4. 11

Hasil Uji Analisis Moderating Regression Analysis (MRA)

Penerapan E-Filling*Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Maode! B Sid. Error Beta
1 (Constant) 13,820 3.001
Penerspan E-Filling - 143 188 211
Fenerspan E-
Filling*Kesadaran Wajib 0mn 008 542
Faijsk

6 Dependent Vanable: Kepatuhan Waijib Pajak

Sumber: SPSS versi 23
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Dapat dilihat nilai pada tabel uji koefisien diatas. Baris pertama

tabel menampilkan konstanta (a), dan baris berikutnya menampilkan

konstanta pada variabel bebas serta variabel bebas dengan variabel

moderasi. Sehingga, persamaan moderating regression analysis dapat

disusun yaitu:

Y=a+bXo+b:(Xo*L)+e

=13829 + (-0,143) + 0011 + 3091

Dari hasil persamaan moderating regression analysis dapat

dianalisis sebagai berikut:

a. Nilai a yaitu 13,829 adalah keadaan dimana variabel kepatuhan wajib

pajak (Y) tidak dipengaruhi oleh variable lainnya, yaitu variable

penerapan e-filling (X2) dimoderasi kesadaran wajib pajak (Z). Jika

variabel bebas yang sudah dimoderasi belum ditambahkan, maka

variabel kepatuhan wajib pajak tidak berubah.
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b. b2 (koefisien dari regresi X2) sebesar -0.143, membuktikan jika
variable penerapan e-filling empunyai pengaruh yang negatif
terhadap kepatuhan wajib pajak berarti bahwa setiap penurunan satuan
variable nerapa_n e-filling, akan berpengaruh kepatuhan wajib pajak
sejumlah -0,143, dengan anggapan jika variable lain tetap konstan
(tidak berubah).

c. b2 (koefisien dari regresi X»*7) sebesar 0,011, membuktikan jika
variable penerapan e-filling di moderasi kesadaran WP berpengaruh
ositif terhadap kepatuhan WP yang mempunyai arti bahwa setiap
kenaikan satuan variable penerapan e-filling di moderasi kesadaran
WP, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sejumlah
0,011, dengan anggapan jika variable lain tetap konstan (tidak

berubah).

Tabel 4. 12
Hasil Uji Analisis Moderating Regression Analysis (MRA)
Tarif Pajak*Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients’
Standardized
Unstendardized Coefficients Coefficients
Maodel B Shd. Error Beis
1 (Constant) 7451 1,374
Tarif Pajak A28 337 221
Tanf Pajak*Kesadaran Wajib
Pajak 037 014 483

a. Dependent \/srisble: Kepatuhan Wajib Fajak
Sumber: SPSS versi 23

Dapat dilihat nilai pada tabel uji koefisien diatas. Baris pertama

tabel menampilkan konstanta (a), dan baris berikutnya menampilkan
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konstanta pada variabel bebas serta variabel bebas dengan wvariabel
moderasi. Sehingga, persamaan mioderating regression analysis dapat
disusun yaitu:
Y=a+bsXs+by(Xs*Z)+e
=T7451 + 0428 + 0037 + 1,374
Dari hasil persamaan moderating regression analysis dapat
dianalisis sebagai berikut:

a. Nilai konstanta a vyaitu 7451  yaitu kondisi di mana variable
kepatuhan wajib pajak (Y) belum terpengaruh oleh variable lain, yaitu
variabel tarif pajak (X3) yang dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak
(Z). Jika wvariabel independen yang sudah dimoderasi belum
dimasukkan, maka variabel kepatuhan WP tidak berubah.

b. b3 (koefisien dari regresi X3) yaitu 0428, menunjukkan jika vaériabel
tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang
mempunyai i bahwa sctiap kenaikan satuan variable tarif, akan
berpengaruh terhadap kepatuhan WP  sejumlah 0428, dengan
anggapan jika variable lain tetap konstan (tidak berubah).

¢. b3 (koefisien dari regresi X3*Z) yaitu 0037, menunjukkan jika
variabel tarif pajak di moderasi kesadaran wajib pajak berpengaruh
positil’ terhadap kepatuhan WP yang mempunyai arti bahwasanya
setiap kenaikan satuan variabel tarif pajak di moderasi kesadaran WP,

akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP sejumlah 0,037, dengan

anggapan jika variable lain tetap konstan (tidak berubah).
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Tabel 4. 13
Hasil Uji Analisis Moderating Regression Analysis (MRA)
Ketegasan Sanksi Pajak*Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 11,585 1.827
Ketegasan Sanksi Pajak .083 .289 074
Ketegasan Sanksi
Pajsk Kessdaran Wapb 01 01 341
Psaysk

8. Dependent Vanable: Kepatuhan Wajib Fajsk
Sumber: SPSS versi 23

Dapat dilihat nilai pada tabel uji koefisien diatas. Baris pertama
tabel menampilkan konstanta (a), dan baris berikutnya menampilkan
konstanta pada variabel bebas serta variabel bebas dengan wvariabel
moderasi. Sehingga, persamaan moderating regression analysis dapat
disusun yaitu:

Y=a+baXa+ba(Xe*Z)+e

=11585+0063+0011+1,927

Dari hasil persamaan moderating regression analysis dapat
dianalisis yaitu:

a. Konstanta a yaitu 11,585 yaitu kondisi di mana variable kepatuhan
wajib pajak (Y) tidak dipengaruhi oleh variable lain, yaitu variabel
ketegasan sanksi pajak (X4) yang dimoderasi oleh kesadaran wajib
pajak (Z). Jika variabel independen yang telah dimoderasi belum

dimasukkan, maka variable kepatuhan WP tidak berubah.
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b. b4 (keefisien dari regresi X4) yaitu 0,063, menunjukkan jika variabel

ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP

yang mempunyai arti bahwa setiap kenaikan satuan variable ketegasan
sanksi pajak, akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP sejumlah
0,063, dengan anggapan jika variable lain tetap konstan (tidak

berubah).

. b4 (koefisien dari regresi X4*Z) yaitu 0011, menunjukkan jika

variabel ketegasan sanksi pajak  di  moderasi kesadaran WP
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang mempunyai
arti jika setiap kenaikan satuan variabel ketegasan sanksi pajak di
moderasi kesadaran WP, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak scjumlah 0,011, dengan anggapan jika wvariable lain tetap

konstan (tidak berubah).

3. Uji Koefisien Determinasi (R?)

Metrik yang digunakan untuk menyatakan seberapa besar varians

suatu dependent variable yang bisa dijelaskan oleh model adalah koefisien

determinasi (R?) (Ghozali, 2016).
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Tabel 4. 14
Tabel Koefisien Determinan
ki
Model Summary®
Adjusted R | Std. Error of the
Mode| R R Square Square Estimate
1 B8a0" A4TT 408 1.838

8. Predictors: (Constant), Ketegasan Sanksi Fajsk*Kesadaran Wajib
Fajak, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajskan, Fenerapan E-Filling,
Ketegasan Senksi Pajek. Tarif Pajak esadaran Wajib Pajak.
Femshaman Perpajakan*Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-
Filling*Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent \Varniable: Kepstuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS versi 23

4o
Dapat dilihat pada tabel 4.14 didapatkan bahwa pengaruh nilai R?

sebesar 0477 dimana nilai R> = 0 < 0477 < 1, Hal menunjukkan
bahwa kemampuan variabel seperti pemahaman perpajakan, sistem e-
filing, tarif, dan sanksi pajak dimoderasi dari kesadaran WP secara
keseluruhan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan variabel kepatuhan wajib
pajak. Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar
47, 7% oleh faktor-faktor tersebut, angkan sisanya sebesar 52,3%
dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
D. Pengujian Hipotesis
1. %ji t (Uji Parsial)
Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh masing-masing
variable independen seperti pemahaman perpajakan, penerapan e-filing,
tarif, dan ketegasan sanksi pajak memengaruhi variable dependen, yaitu

kepatuhan WP pada UMKM di Kabupaten Nganjuk, dengan

mempertimbangkan kriteria keputusan yang telah ditetapkan:




a. lJika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima Ha ditolak.

b. Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak Ha diterima
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Tabel 4. 15
Hasil Uji ¢
Coefficients*
Unstandardized Stendardized Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Model B Std. Error Beta 1 Sig Tolerance | VIF
1 (Constant) 2,901 2,341 1,230 220
X1 004 157 003 025| .es0 875 1,482
X2 080 078 .088 780|433 888( 1,501
X3 1,054 191 545 s5521| 000 858 1,185
X4 185 080 213 2.061 043 750 1.334
X'z 010 o2 427 23es| 019 385 2505
XrZ 01 .00é 542 1.649 055 165| 6.047
XZ 037 014 483| 2680( 010 273| 3668
X Z 011 011 341 008| 322 105| 9,534

a. Dependent Vanable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS versi 23

Berdasarkan hasil analisis parsial melalui uji t, sebelumnya

menentukan nilai t-tabel yang ditentukan dengan nilaidf =N -K - 1=71

-4 -1 = 66 pada taraf signifikansi 5% diperoleh t-tabel sebesar 1,668

dapat dijelaskan yaitu:

1. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM (H1)

Hasil t-ninne pemahaman perpajakan sebesar 0,025 dibandingkan

dengan hasil t-ube sebesar 1,668, atau thiwng < tubel (0,025<1,668)

dan signifikansi 0,980>0,05, maka H, diterima H, ditolak schingga

pada penelitian ini pemahaman perpajakan tidak berpengaruh dan
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tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

. Pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM (H2)

Hasil t-ning penerapan e-filling sejumlah 0,790 dibandingkan dengan
hasil t-upel sebesar 1,668, atau hi[ung < t-mbel (0,790<1,668) dan
signifikansi 0.433>0,05, maka Ho diterima Ha ditolak schingga pada
nelitian ini penerapan e-filling tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H3)
Hasil t-niung tarif pajak sebesar 5,521 dibandingkan dengan nilai t-iubel
sejumlah 1,668, atau hitung > t-ubel (5,521>1,668) dan signifikansi
0,000<0.05, maka H, ditolak Ha diterima schingga pada penelitian
ini f pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM.

. Pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
UMEKM (H4)

Hasil t-niwne ketegasan sanksi pajak sebesar 2061 dibandingkan
dengan nilai t-ube sejumlah 1,668, atau t-himne > t-ubel (2,061>1,668)
dan Egnifikansi 0,043<0,05, maka H, ditolak Ha diterima sehingga
pada penelitian ini ketegasan sanksi pajak berpengaruh dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM dimoderasi kesadaran wajib pajak (H5)
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Hasil t-hiwng pemahaman perpajakan dimoderasi kesadaran wajib
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 2398
dibandingkan dengan a.i t-ube sejumlah 1,668, atau t-niune > t-tabel
(2,398>1,668) dan signifikansi 0019<0,05, maka Ho ditolak H.
diterima sehingga pada penelitian ini kesadaran WP mampu
memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM.

. Pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM dimoderasi kesadaran wajib pajak (H6)

Nilai t-niung penerapan e-filling dimoderasi kesadaran wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 1,649 dibandingkan
dengan nilai t-ube scjumlah 1,668, atau hitung < teuabel (1,649<1,668)
dan signifikansi 0,055>0,05, maka Ho diterima H. ditolak sehingga
pada penelitian ini kesadaran WP tidak mampu memoderasi
penerapan e-filling hadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
dimoderasi kesadaran wajib pajak (EH7)

Hasil t-niune tarif pajak dimoderasi kesadaran wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM sejumlah 2,660 dibandingkan dengan
ai t-ubel sebesar 1,668, atau (-hiung > t-ubel (2,660>1668) dan
signifikansi 0,010<0 05, maka H, ditolak H. diterima sehingga hasil

penelitian ini bahwakesadaran wajib pajak mampu memoderasi tarif

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
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8. Pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM dimoderasi kesadaran wajib pajak (H8)
Nilai t-ninne ketegasan sanksi pajak dimoderasi kesadaran wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sejumlah 0998
dibandingkan dengan nilai t-ubel sebesar 1,668, atau t-hiwng < C-tabel
(0,998<1.668) dan signifikansi 0,322>0,05, maka Ho, diterima Ha
ditolak sehingga pada penelitian ini kesadaran WP tdak bisa

memoderasi ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM.

E. Pembahasan

Pada penelitian ini, pembahasannya yaitu ontuk dapat mengetahui
apakah terdapat pengaruh dari Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filling,
Tarif Pajak, dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dan apakah Kesadaran Wajib Pajak dapat
memoderasi pengaruh dari Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filling,
Tarit Pajak, dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Analisis regresi linier berganda dengan analisis regression
moderating (MRA), uji koefisien determinasi, uji t, serta uji asumsi klasik
meliputi heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas semuanya

digunakan dalam penelitian ini.
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Pengaruh l;memahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hipotesis penelitian ini, kepatuhan WP UMKM di
Kabupaten Nganjuk dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman
perpajakan. Dari hasil pada tabel 4.15 dapat dilihat jika pemahaman
rpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM. Terbukti dari uji t, dimana t-niwse pemahaman
perpajakan sejumlah 0,025 dibandingkan dengan t-upe sebesar 1,668,
atau hi[l.lng < t-wbel (0,025<1,668) dan signifikansi 0,980>0,05, maka H,

diterima Ha ditolak.

Pemahaman perpajakan yaitu proses memahami pajak melibatkan
wajib pajak yang menerapkan pengetahuan mereka tentang undang-
undang, peraturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku untuk
melakukan tugas-tugas terkait perpajakan termasuk pajak pajak yang
tepat waktu, pelaporan pembayaran pajak, dan sebagainya. Pemahaman
seseorang mengenai peraturan perpajakan akan berkontribusi pada
peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak (Adiasa,

2013).

Secara deskriptif, variabel pemahaman perpajakan berada pada
kategori cukup paham, yang menjelaskan bahwasanya pemahaman pajak
yang dimiliki oleh pemilik UMKM di Kabupaten Nganjuk sudah cukup
baik. Namun, hal ini belum mampu meyakinkan wajib pajak untuk

bekerja sama dalam mengajukan pajak mereka. Hal ini didukung oleh
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temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan
tidak banyak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal
imi menggambarkan mengapa pemahaman wajib pajak terhadap pajak
tidak menjamin bahwa mereka akan melaksanakan kewajibannya dengan

lebih patuh.

Temuan pada penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil
penelitian dari Fauziah (2021) yang menyatakan jika tingkat pemahaman
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidaksamaan
hasil antara kedua penelitian ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor.
contohnya karena masih banyaknya WP ng belum memahami secara
detail terkait segala peraturan pajak. Hal tersebut menunjukkan jika
wajib pajak masih belum mengetahui pasti jumlah tingkat tarif pajak dan
penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan saat ini. Sementara itu,

pengetahuan tentang hal tersebut sangat penting bagi WP untuk dapat

menunaikan kewajibannya.

Pemahaman WP mengenai perpajakan mungkin belum cukup
memadai untuk mempengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi
kewajiban perpajakan. Oleh karcna itu, pemerintah atau petugas pajak
diharapkan dapat menyediakan program-program yang mendukung wajib
pajak dalam memahami pajak, seperti melalui media, sosialisasi,
penyuluhan, atau kombinasi dari keduanya. Ini akan membantu WP
untuk lebih paham terkait perpajakan dan pada akhirnya meningkatkan

kepatuhan mereka, terutama di kalangan UMKM.
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2. Pengaruh Penerapan E-Filling erhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa penerapan e-filling
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil pada tabel 4.15 membuktikan jika
penerapan Hing tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil uji
t, dimana t-nimne pencrapan e-filling sejumlah 0,700 dibandingkan dengan

t-uber sebesar 1,668, atau t-piwne < t-wbel (0,790<1,668) dan signifikansi

0.,433>0,05, maka H, diterima H. ditolak.

E-filling menurut Fidel (2010) merupakan metode pengiriman
SPT secara real-time melalui sistem internet. Pengiriman SPT Tahunan
atau update secara online dan real time melalui Application Service
Provider (ASP) dikenal dengan istilah e-filing. (www pajak.go.id).
Meskipun dapat mempermudah WP untuk menunaikan kewajiban
perpajakan, penerapan e-filling belum cukup efektif untuk memastikan
kepatuhan WP. Menurut penelitian ini, Enerapan e-filling tidak banyak
berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.. Hal ini dapat dipengaruhi
banyak faktor. Salah satu faktornya yaitu karema masih kurang

meratanya pihak DJP atau petugas pajak dalam memberikan sosialisasi

atau pemahaman terkait sistem e-filling kepada WP.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Fauziah
(2021) bahwa penerapan e-filling tidak signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak.

. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di
Kabupaten Nganjuk.

Hipotesis penclitian ini menyatakan bahwa tarif pajak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil pada tabel 4.15 mebuktikan jika
tarif berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.
Terbukti dari uji t, dimana t-hiwng tarif pajak sejumlah 5 521 dibandingkan
dengan t-ubel sebesar 1668, atau hitung > fembel (5,521>1,668) dan

signifikansi 0,000<005, maka H, ditolak H, diterima.

Salah satu unsur yang mempengaruhi sejauh mana terpenuhinya
tanggung jawab perpajakan dengan membayar pajak adalah tarif pajak.
Penelitian ini menunjukkan bagaimana tarif pajak mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, pengaruhnya terhadap tingkat
kepatuhan WP dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya semakin
meningkat sciring dengan besarnya tf pajak yang dikenakan. Untuk
mendorong masyarakat membayar pajak, tarif pajak harus dibuat secara

adil dan sesuai dengan keadaan saat ini guna mendorong kepatuhan

pajak.
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Temuan pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Lazvardini, dkk (2018) bahwa variabel tarif pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM. Begitupun juga pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyani &
Noviari (2019) yang juga memiliki hasil penelitian yang menyatakan jika

(33
taril pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMEKM.

. Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa ketegasan sanksi
pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kabupaten Nganjuk. Hasil pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa
ketegasan sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM. Terbukti dari uji t. dimana t-hiune ketegasan sanksi
pajak sebesar 2,061 dibandingkan dengan bel sebesar 1,668, atau t-hiung
> t-ubel (2061>1,668) dan ggnifikansi 0.,043<0,05, maka H, ditolak Ha
diterima.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ketegasan sanksi pajak
mampu mempengaruhi kesadaran dalam diri wajib pajak di Kabupaten
Nganjuk dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak
menurut Meiranto (2017) adalah tindakan pencegahan untuk memastikan
bahwa undang-undang perpajakan tidak dilanggar oleh pajak yang

121
diwajibkan. WP yang melanggar peraturan terkait akan dikenakan sanksi.
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Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Irvan, dkk (2023)
yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif
terhadap kepatuhan WP UMKM. Demikian pula penelitian Cahyam &

Noviari (2019) membuktikan jika kepatuhan WP UMKM dipengaruhi

secara positif oleh sanksi perpajakan.

. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pemahaman Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak
memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kabupaten Nganjuk. Hasil pada tabel 4.13 membuktikan jika
Esadaran wajib pajak dapat memoderasi pemahaman perpajakan
terhadap kepatuhan WP UMKM. Hasil uji t, dimana t-hiwne pemahaman
perpajakan dimoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM sejumlah 2398 dibandingkan dengan t-ube sejumlah
1,668, atau hitung > twba (2,398>1,668) dan signifikansi 0,019<005,

maka H, ditolak H, diterima.

Menurut telaah literatur sebelumnya, terdapat berbagai faktor
yang mempengaruhi kepatuhan WP. Contoh faktor yang signifikan
adalah kesadaran. Kesadaran menjadi elemen dominan yang mendorong
wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Kesadaran
seorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan

ditentukan oleh faktor cksternal yang bersumber dari lvar diri WP dan

faktor internal yang bersumber dari dalam diri WP tersebut
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Pemahaman pajak adalah salah satm faktor internal yang
mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar pajak. Hal ini mencakup
kesadaran akan undang-undang perpajakan secara umum, berbagai jenis
pajak di Indonesia, tarifnya, subjek dan objeknya, berapa banyak pajak
yang harus dibayar, bagaimana pencatatannya, dan bagaimana cara
mengajukan pengembalian pajak. Dengan pemahaman perpajakan yang
baik, WP akan lebih mudah menunaikan kewajibannya. Merujuk pada
Theory Of Planned Behaviour, WP yang memiliki wawasan yang baik
akan berpersepsi bahwa peraturan pajak vang berlaku memiliki hal yang
positif (behaviour belief) yang menimbulkan dampak terhadap kepatuhan

perpajakan. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan WP,

Temuan dalam penelitian ini adalah kesadaran WP memoderasi
atas gmahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kabupaten Nganjuk. Kesadaran ini sangat diperlukan dalam hal
peningkatan kepatuhan juga dalam pelaksanaan membayar pajak, oleh
sebab itu pemerintah melalui Dirjen pajak atau petugas pajak harus
melakukan sosialisasi atan penyuluhan ataupun melalui media sosial

guna meningkatkan kesadaran dalam hal pemahaman perpajakan

sehingga WP bisa memahami dan malaksanakan kewajiban

perpajakannya.
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. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Penerapan E-Filling Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Hipotesis penelitian ini menyatakan jika sadara.n wajib pajak
memoderasi penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
di Kabupaten Nganjuk. Hasil pada tabel 4.15 membuktikan jikalau
%sadara.n wajib pajak tidak memoderasi pencrapan e-filfing terhadap
kepatuhan WP MKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dari uji t, dimana
t-hiwne penerapan e-filling dimoderasi kesadaran WP terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM sejumlah 1649 dibandingkan dengan t-upe sebesar
1,668, atau t-hiwng < t-wbe (1,649<1,668) dan signifikansi 0,055>005,

maka Ho diterima H. ditolak.

Menurut Fechnologi Acceptance Model (TAM), e-filing termasuk
dalam persepsi pengguna (perceived usefullnes), dan persepsi kemudahan
dalam penggunaan (perceived ease of wuse) dimana dalam teori ini
dijelaskan bahwa persepsi Wajib Pajak pada e-filing tergantung dari
manfaat, bagaimana cara memanfaatkannya, apakah dapat dipraktikkan
dengan baik dan mudah atau tidak, dan pelaksanaan dan penggunaan
sesungguhnya telah sesuai dengan tujuan awalnya atan tidak. Kepatuhan
WP saat melaporkan SPT akan meningkat jikalau mereka merasa bahwa
sistem e-filling mudah digunakan dan memudahkan proses pelaporan.
Namun, jika pengguna merasa Ehwa sistem e-filling sulit digunakan dan

tidak membantu, maka kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT

cenderung menurun (Sari, 2017).
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Teman penelitian ini membuktikan jika penerapan e-filling
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk tidak
dimoderasi dengan kesadaran wajib pajak. Hal ini membuktikan jika
penerapan metode e-filling dan kepatuhan WP dalam membayar
pajaknya tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Terkait dengan
Technology Acceptance Model (TAM) yang fokus pada persepsi
pengguna (perceived usefullnes) persepsi kemudahan penggunaan
(perceived ease of use), maka perlu kiranya pemerintah melalui Dirjen
Pajak atau petugas pajak memberikan jalan keluarnya. untuk mengubah
persepsi ini. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan pelatihan
kepada WP mengenai penggunaan sistem e-filling vyang bisa
memudahkan pemenuhan kewajiban rpajaka.n dan meningkatkan

kepatuhan WP.

. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi arif Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak
memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kabupaten Neanjuk. Hhasil pada tabel 4.15 membuktikan jika kesadaran
wajib pajak dapat memoderasi pemahaman perpajakan terhadap
kepatuhan WP UMKM. Terbukti dari uji t, dimana t-numg tarif pajak
dimoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM sebesar 2,660 dibandingkan dengan t-ubel sejumlah 1.668, atau t-
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himung > f-ubel (2,000>1,668) dan signifikansi 0,010<0.05, maka H. ditolak

Haditerima.

Salah satu variabel luar yang mempengaruhi kemampuan WP
dalam melaksakanakn tanggung jawab perpajakannya adalah tarif pajak.
Tarif pajak menurut Amirudin & Sudirman (2012) merupakann proporsi
(%) u jumlah (rupiah) yang wajib dibayar oleh WP sesuai dengan
dasar atau objek pajak. Tarif pajak yang tepat akan mempengaruhi
kewajiban pajak yang dilakukan oleh WP. Merujuk pada Theory Of
Planned Behaviour, dengan diberlakukanya tarif pajak yang sesuai maka

akan menimbulkan keyakinan yang mendukung perilaku WP untuk patuh

dalam menunaikan kewajibanya (control belief).

Temuan pada penelitian ini adalah tarif pajak di Kabupaten
Nganjuk dimoderasi oleh kesadaran WP sehingga menguntungkan WP
UMKM. Pemerintah diharapkan terus memantau dan mengeluarkan
kebijakan perpajakan yang telah diterapkan agar wajib pajak semakin
patuh dalam memenuhinya. Kesadaran WP terhadap tarif yang berlaku
dan pertimbangan bahwa tarif pajak yang ditetapkan sudah sesuai tentu
akan berdampak positif baik dalam meningkatkan kepatuhan maupun
dalam pelaksanaan pembayaran pajak. tanggung jawab perpajakan

khususnya bagi UMKM di Kabupaten Nganjuk.
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8. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Ketegasan Sanksi Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran WP
memoderasi ketegasan sanksi ak terhadap kepatuhan WP UMKM di
Kabupaten Neanjuk. Hasil pada tabel 4.15 membuktikann jika kesadaran
WP tidak memoderasi ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP
UMKM. Terbukti dari uji t, dimana t-nwne Ketegasan sanksi pajak
dimoderasi kesadaran WP terhadap kepatuhan WP UMKM sejumlah
0,998 dibandingkan dengan tm sebesar 1,668, atau t-nimne < t-iahel

(0.998<1,668) serta signifikansi 0,322>005, maka H. diterima Ha

ditolak.
3]

Merujuk pada Theory Of Planned Behaviour, yaitu kontrol
perilaku persepsian (perceived behavioral control) merupakan persepsi
kemudahan dan atau kesulitan untuk melakukan perilaku. Power of
coatrol yang semakin besar, semakin besar niat seseorang untuk
melakukan suatu tindakan, semakin besar pula kemungkinan mereka
untuk melakukannya. Dalam penelitian sebelumnya Brata, dkk (2017)
menyatakan bahwa sanksi pajak terkait dengan perceived behavioral
control. Tujuan sanksi perpajakan adalah untuk membantu WP dalam
menaati peraturan pajak. Sejauh mana WP yakin bahwa sanksi pajak
yang berat dan dapat mendorong mercka untuk membayar pajak akan

menjadi dasar untuk menentukan tingkat kepatuhan mereka
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Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana perilaku patuh
WP dalam menunaikan kewajibannya yaitu dalam membayar pajak.
Teori ini juga digunakan olch peneliti sebelumnya yaitu Brata, dkk
(2017) yang dikaitkan dengan variabel kesadaran wajib pajak. Brata, dkk
(2017) berpendapat bahwa perilaku WP dalam memenuhi tanggung
jawab perpajakannya dapat dijelaskan oleh hipotesis ini. Seseorang akan
memiliki prasangka mengenai hasil dari tindakannya sebelum mengambil
tindakan apa pun. Individu yang bersangkutan selanjutnya akan
menentukan apakah akan melanjutkan atau tidak. Hal ini harus dilakukan
dengan kesadaran pajak. WP yang sadar dan yakin akan pentingnya
membayar pajak untuk mendukung kemajuan nasional (behavioral
beliefs). Dengan melakukan sosialisasi pajak, diharapkan dapat
memperkuat kesadaran WP tentang pentingnya memenuhi kewajiban
pajak dan menambah pengetahuan WP. Untuk memaksimalkan tanggung
jawabnya sebagai wajib pajak, wajib pajak dapat dicegah untuk

melanggar peraturan perpajakan dengan dikenakannya sanksi perpajakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kabupaten Nganjuk,
kesadaran WP tidak memoderasi ketegasan sanksi pajak terhadap
kepatuhan WP UMKM. Sanksi ini harus diterapkan secara tegas guna
meningkatkan kepatuhan dan menjamin terlaksananya pembayaran pajak.
Meskipun demikian, temuan studi ini membuktikan jika kesadaran WP
mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan WP atau

mengurangi beratnya sanksi yang dikenakan kepada responden.
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BABY

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Kesimpulan berikut dapat diambil terkait data yang telah dianalisis
dan dibahas pada bab sebelumnya sehubungan dengan hipotesis yang sudah
diajukan yaitu:

1. Pemahaman perpajakann tidak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan t-hiune
< t-uhel (0025<1,668) dan signifikansi 0,980 > sig 0,05 artinya masih ada
WP yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai
peraturan perpajakan. Padahal, pemahaman yang baik mengenai hal

terscbut sangat penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain
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itu, hal ini juga membuat WP cenderung mempunyai sikap negatif dan
enggan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penerapan e-filling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan himng < L-tabel
(0.790<1.668) dan signifikansi 0,433 > sig 0,05 artinya dengan kurang
meratanya pihak DIP atau petugas pajak dalam memberikan sosialisasi
atan pemahaman terkait kemudahan sistem e-filling kepada WP, Hal ini
akan membuat wajib pajak cenderung mempunyai sikap yang buruk

dengan melakukan penghindaran kewajiban pajaknya, sehingga kecil

kemungkinannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM di
Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan hitung > t-wbel (3,521>1,668) dan
signifikansi 0,000 < sig 0,05 membuktikan jikalau penetapan tarif yang
wajar dan sesuai situasi dapat mendorong WP untuk melaksanakan
kewajiban perpajakannya, yang tentunya akan berdampak pada
peningkatan kepatuhan WP UMKM.

Ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan dengan t-hitung >
Luabel (2,061>1 668) dan signifikansi 0043 < sig 005 dapat disimpulkan
bahwa dengan adanya sanksi pajak yang berat akan meningkatkan
Epatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran wajib pajak memoderasi pemahaman perpajakan terhadap
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kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan t-hiung

> twbe (2,398>1,668) dan signifikansi 0,019 < sig 0,05 hal ini dapat
diartikan jika memiliki kesadaran, WP akan meningkatkan dampak
pengetahuan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan WP UMKM.

6. Kesadaran wajib pajak tidak memoderasi penerapan e-filling terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibukti](a.l’lhitung
< t-mbel (1,649>1.668) dan signifikansi 0,055 < sig 005 dapat diartikan
jika adanya kesadaran WP tidak akan memperkuat penerapan e-filling
dan tidak meningkatkan kepatuhan WP UMKM.

7. Kesadaran wajib pajak memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan Ehitung > [-tabel
(2.660>1,668) dan signifikansi 0,010 < sig 0,05 kesimpulannya yaitu
dengan meningkatnya kesadaran WP, pengaruh tarif pajak akan menjadi
lebih kuat, yang nantinya akan terjadi peningkatan kepatuhan pajak
UMKM.

8. Kesadaran wajib pajak tidak memoderasi ketegasan sanksi pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
Dibuktikan dengan nitung > t-mpel (0,998<1,668) dan signifikansi 0,332 >
sig 0,05 diakui bahwa meningkatkan kesadaran wajib pajak tidak akan
memperbaiki dampak sanksi pajak yang berat atau meningkatkan
kepatuhan pajak UMKM.

B. Saran

Berikut merupakan saran bagi penelitian berikutnya berdasarkan
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dengan hasil analisis dalam penelitian ini:

1.

Saran Operasional

Bagi pemerintah Kabupaten Nganjuk, penclitian ini secbagai bahan
evaluasi mengenai kepatuhan membayar pajak pada transaksi UMKM
serta perlunya edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan dan
kontinyu tentang pentingnya kepatuhan pajak terutama bagi pelaku
UMKM. Unwmk terus meningkatkan pemahaman WP terhadap
perpajakan, petugas pajak dihimbau untuk rutin melakukan penyuluhan
atau sosialisasi kepada WP mengenai peraturan perpajakan. Petugas
pajak diharapkan memperlakukan WP dengan sikap adil, sopan, dan jujur
sambil memberikan layanan berkualitas tinggi, memastikan bahwa wajib
pajak senang dengan layanan yang diterima. Penting untuk meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fakta bahwa pajak
yang dipungut akan digunakan untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini berarti bahwa untuk mematuhi peraturan perpajakan
di Indonesia, diperlukan adanya peraturan perpajakan. Pentingnya
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait aspek yang
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dalam transaksi UMKM.

Saran Akademis

Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan tema perpajakan, agar
dapat menambahkan variabel-variabel lainya yang berkaitan dengan
tingkat kepatuhan WP, contohnya yaitu variable sikap WP serta

sosialisasi perpajakan. Serta penelitian ini dapat menjadi landasan atau
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referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan

dalam penelitiannya.
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